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ABSTRAK 

Skripsi ini merupakan jenis penelitian sosio-legal untuk menjawab pertanyaan tentang, 

1) Bagaimana Ketentuan usia minimal wali nikah dalam aplikasi Sistem Informasi 

Manajemen Nikah (SIMKAH), 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap ketentuan usia 

minimal wali nikah dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), 3) 

Bagaimana analisis hukum positif terhadap Ketentuan usia minimal wali nikah dalam 

aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan teknik analisis data menggunakan 

teknik deskriptif analisis yakni untuk menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis 

fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara cermat. Dalam penelitian ini, menggunakan 

pola pikir deduktif yaitu memaparkan secara umum teori  konsep perwalian dalam hukum 

Islam dan hukum positif, kemudian penjelasan secara umum tentang teori konsep perwalian 

tersebut digunakan untuk melihat permasalahan pada ketentuan usia minimal wali nikah 

dalam aplikasi SIMKAH. 

Hasil penelitian menyimpulkan, bahwa ketentuan usia wali nikah yang harus 

diterapkan dalam pengaturan minimal usia wali nikah pada aplikasi SIMKAH adalah 18 

tahun. Hal ini mengintegrasikan kriteria seseorang yang telah disebut dewasa mampu 

bertanggungjawab dalam bertindak melakukan perbuatan hukum untuk menjadi wali nikah 

menurut hukum Islam menggunakan sudut pandang mas{lah{ah al-mursalah dan hukum 

positif. Karena seseorang di usia 18 tahun sudah memulai kematangan usia, idealnya 

merupakan akumulasi kesiapan fisik, ekonomi, sosial mental dan kejiwaan, agama dan 

budaya untuk mampu dan bisa dijadikan sebagai wali dalam suatu perkawinan. 

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pihak yang berkaitan dengan aplikasi 

tersebut disarankan: pertama, Hendaknya pemerintah dari Bimas Islam atau kemenag yang 

bertanggung jawab atas aplikasi SIMKAH ini memperbaiki pengaturan entri data wali nikah 

pada aplikasi SIMKAH agar tidak menimbulkan penyalahgunaan isian data dengan 

memperhatikan bahwa seorang wali di usia 18 tahun sudah masuk pada kriteria dewasa 

dalam bertanggungjawab dan dikatakan mampu melakukan perbuatan hukum dengan 

mengintegrasikan konsep perwalian dalam hukum Islam dan hukum positif. Untuk itu perlu 

merevisi kembali ketentuan batasan usia 16 tahun wali nikah pada entri data aplikasi 

SIMKAH.\ Kedua, Hendaknya pemerintah mengadakan revisi kembali terhadap ketentuan 

batasan usia kedewasaan dan ketentuan usia wali nikah yang ada dalam beberapa hukum 

positif terkait, untuk disamakan agar tidak menimbulkan keraguan atau keganjalan dalam 

pelaksanaan sebuah peraturan. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting 

dalam tata kehidupan manusia, sebab dengan perkawinan, dapat dibentuk 

ikatan hubungan pergaulan antara dua insan  yang berlainan jenis secara 

resmi dalam suatu ikatan suami-istri sehingga menjadi satu keluarga yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
1
 

Perkawinan mempunyai aturan yang menentukan terhadap sah dan 

tidaknya suatu perkawinan. Dalam hal sah atau tidaknya perkawinan, dalam 

pasal 1 ayat (1)  peraturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan menyatakan bahwa ‚perkawinan adalah sah apabila dilakukan 

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya‛. Ayat 

selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dua ayat tersebut 

kemudian menjadi acuan dasar bagi penentuan sah atau tidaknya suatu 

perkawinan.
2
 

Dalam undang-undang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 

9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, dinyatakan didalamnya, bahwa tiap-tiap 

perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

                                                           
1
Muhammad Nabil Kazhim, Buku Pintar Nikah Startegi Jitu Menuju Pernikahan Sukses  (Solo: 

Samudra 2007), 14. 
2
 Pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
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2 
 

 
 

berlaku. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, bahwa perkawinan 

bagi penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama  

(KUA) sesuai peraturan perundang-undangan. Sehingga ketentuan ini 

menyebabkan adanya kewajiban bagi masyarakat yang hendak menikah 

untuk mencatatkan perkawinannya di wilayah KUA Kecamatan atau Kantor 

Catatan Sipil tempat mereka berada.
3
 

Pencatatan perkawinan telah digulirkan sebagai masalah sejak awal 

dibentuknya Rancangan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1973.
4
 

Pencatatan perkawinan tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Selanjutnya disingkat Undang-Undang 

Perkawinan). Undang-Undang tersebut menentukan, bahwa perkawinan 

tidak hanya merupakan hubungan perdata, atau hubungan antar manusia 

semata, tetapi perkawinan merupakan perjanjian yang suci berdasarkan 

hukum agama.
5
 

Banyak urusan yang menjadi tanggung jawab KUA, mulai dari 

mengurus NR (nikah-rujuk), wakaf, bimbingan haji, penyuluhan agama 

Islam, hingga pusat data dan informasi keagamaan di level kecamatan. Maka 

tidak heran, KUA menjadi cermin Kementerian Agama, khususnya dalam 

pelayanan nikah, termasuk pencatatan perkawinan. 

                                                           
3
 Wijono Projodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia (Bandung: Bandung Sumur, 2000), 7. 

4
 Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut hukum tertulis 

di Indonesia dan Hukum Islam) (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1. 
5
Ibid., 3. 
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Keberadaan pencatatan perkawinan secara hukum memegang peranan 

yang sangat penting, khususnya dalam upaya mempertahankan dan 

melindungi hak-hak seseorang serta untuk membuktikan, bahwa suatu 

peristiwa hukum telah dilakukan. Oleh karena itu, ketika terjadi tuntutan 

ataupun gugatan dari pihak lain tentang keabsahan suatu perbuatan hukum, 

maka peranan alat bukti menjadi sangat penting.
6
 

Demi keamanan, setiap alat bukti yang mencakup pencatatan 

perkawinan atau setiap data yang berkenaan dengan pencatatan perkawinan, 

maka data akan dimasukkan di aplikasi SIMKAH. SIMKAH adalah 

singkatan dari ‚Sistem Informasi Manajemen Nikah‛ sebuah program 

aplikasi komputer berbasis windows yang berguna untuk mengumpulkan 

data-data nikah dari seluruh KUA di Wilayah Republik Indonesia secara 

online. Data akan tersimpan dengan aman di KUA setempat, di 

Kabupaten/Kota di kantor wilayah propinsi dan di Bimas Islam. Data-data 

tersebut berguna untuk membuat berbagai analisa dan laporan sesuai dengan 

berbagai keperluan. Penyeragaman data diperlukan karena diharapkan data 

dapat lebih efektif dan efisien sehingga penanganannya lebih mudah apalagi 

melalui suatu program yang memadai.
7
 

Seiring dengan perkembangan jumlah perkawinan di Indonesia yang 

selalu meningkat dan kehidupan modern yang sangat kompleks menuntut 

adanya ketertiban dalam berbagai hal, antara lain masalah pencatatan 

                                                           
6
Kamal Muchtar, ‚Nikah Sirri di Indoneia‛, Jurnal Al-Jami’ah, , No. 56 (Tahun 1994),  21. 

7
Ade Ani Satriani, ‚Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) ONLINE Di 

KUA Kota Surabaya Dalam Perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007‛ (Skripsi--UIN Sunan Ampel 

Surabaya, 2014), 39. 
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perkawinan. Apabila hal ini tidak mendapatkan perhatian kemungkinan 

besar akan timbul kekacauan dalam kehidupan masyarakat, misalnya 

poligami illegal, pemalsuan identitas dan lain-lain. Kesalahan administrasi 

dan kurang baiknya administrasi, hal ini bisa menjadi perhatian KUA untuk 

mencatatkan pengantin dan pelaksanaan perkawinan tersebut.  

Aplikasi SIMKAH ini memberikan kemudahan dan merupakan 

inovasi terbaru dari Bimas Islam terutama dalam mengoptimalkan kinerja 

KUA dalam menangani pernikahan, baik pernikahan dini maupun pernikahan 

kedua serta pemberitahuan kehendak nikah dan pengumuman kehendak 

nikah secara luas dengan memanfaatkan fungsi dari internet. SIMKAH 

membantu pencatatan nikah seluruh Indonesia sehingga jelas grafik tingkat 

terjadinya pernikahan di suatu daerah serta memudahkan KUA dalam 

memberikan informasi kepada masyarakat tentang data nikah melalui 

internet secara online, kemudian memberikan informasi kepada masyarakat 

untuk memudahkan dalam hal pelayanan nikah sehingga kemungkinan nikah 

yang tidak dicatatkan dapat ditekan atau diminimalisir.
8
 

Sebelum data pendaftar nikah dimasukkan dalam aplikasi SIMKAH, 

terlebih dahulu pegawai KUA memeriksa berkas-berkas yang menjadi syarat 

dari pendaftaran nikah, jika sudah lengkap semuanya, setelah itu baru 

dimasukkan datanya dalam aplikasi SIMKAH, data kedua calon pengantin 

termasuk wali nikah, penghulu dan lain-lain. Kemudian terdapat beberapa 

pengaturan dalam isian data dalam aplikasi SIMKAH.  

                                                           
8
Ibid., 5. 
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Salah satunya ketentuan usia calon pengantin dan ketentuan usia wali 

nikah. Ketika usia calon pengantin belum mencapai usia 19 tahun bagi laki-

laki, maka secara otomatis dari aplikasi SIMKAH sendiri menolak. Karena 

sistem  terintegrasi dengan database catatan sipil, sehingga ketika menarik 

data dari catatan sipil untuk nomor akte kelahiran dan usia belum mencapai 

waktu yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka 

data akan ditolak oleh sistem, dan dimungkinkan untuk diterima sistem 

dengan syarat melampirkan surat permohonan dari orang tua dan Pengadilan 

Agama untuk dimasukkan dalam sistem tersebut, sehingga rangkaian 

pernikahan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

Kemudian ketentuan usia wali nikah, dalam aplikasi SIMKAH  pada 

pengaplikasian entri data usia wali nikah diatur dengan batas usia minimal 

16 tahun,  sedangkan dalam hukum Islam dibatasi ketentuan baligh dengan 

usia 15 tahun, dan pada pasal 50 ayat 1  Undang-Undang No 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan menyatakan ketentuan usia kedewasaan anak yakni 

‚Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau yang belum 

pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan 

orang tua, berada di bawah kekuasaan wali‛. Hal ini menunjukkan bahwa 

usia seseorang yang belum mencapai 18 tahun dikatakan masih disebut 

sebagai anak, yakni belum dewasa. 

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam adanya ketentuan 

kedewasaan seorang anak dikatakan pada pasal 98 ayat 1 bahwa yakni 

‚Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh 
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satu tahun, sepanjang anak terebut tidak cacat fisik maupun mental atau 

belum pernah melangsungkan perkawinannya. Hal ini menunjukkan bahwa 

usia seseorang yang belum mencapai 21 tahun dikatakan masih disebut 

sebagai anak, yakni belum dewasa. 

Kemudian pada pasal 18 ayat 2 Peraturan Menteri Agama No 11 

Tahun 2007 dinyatakan bahwa persyaratan wali nasab adalah sebagai 

berikut: 

Syarat wali nasab adalah: 

a. laki-laki; 

b. beragamal Islam; 

c. baligh,berumur sekurang-kurangnya 19 tahun; 

d. berakal; 

e. merdeka; dan 

f. dapat berlaku adil.
9
 

Dari adanya pasal tersebut dinyatakan bahwa batas usia wali nikah 

adalah sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Kemudian dalam peraturan 

Menteri Agama yang terbaru yakni Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 

2018 dinyatakan bahwa persyaratan wali nasab dalam perkawinan pada pasal 

11 ayat 2  adalah sebagai berikut: 

Syarat wali nasab adalah: 

a. laki-laki; 

b. beragamal slam; 

c. baligh; 

d. berakal; dan 

e. adil.
10

 

Sedangkan  batas usia wali nikah yang telah diatur pada pasal 11 ayat 2 

Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan 

                                                           
9
 Pasal 18 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan 

Perkawinan. 
10

Pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan 

Perkawinan. 
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Perkawinan diatas tidaklah dibatasi atau tidak ada batasan usia wali dalam 

pasal tersebut, hanya dientukan dengan syarat baligh saja.  

Dalam hal ini batas usia wali nikah yang telah diatur pada pengaturan 

entri data pada aplikasi SIMKAH terkait dengan ketentuan kriteria baligh 

wali nikah dalam hukum Islam dan ketentuan syarat wali nikah dalam 

hukum positif tidak sama, untuk itu  perlu adanya revisi untuk disesuaikan 

dan perlu adanya integrasi dengan menggunakan sudut pandang mas{lah{ah al-

mursalah antara ketentuan syarat usia wali nikah dalam hukum Islam dan 

hukum positif untuk memberi gambaran tentang usia minimal wali nikah 

yang harus diterapkan dalam pengaturan data wali nikah pada aplikasi 

SIMKAH. 

Berdasarkan dari adanya uraian pernyataan di atas penulis tertarik untuk 

membahas lebih lanjut permaslahan tersebut sehingga berbentuk sebuah 

skripsi dalam penelitian ini dengan judul ‚Analisis Hukum Islam dan Hukum 

Positif Terhadap Usia Minimal Wali Nikah dalam Aplikasi Sistem Informasi  

Manajemen Nikah (SIMKAH)‛.  

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasikan 

dalam beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Pengaturan data entri tentang usia minimal wali nikah dalam Sistem 

Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). 
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2. Ketentuan usia minimal wali nikah dalam aplikasi Sistem Informasi 

Manajemen Nikah (SIMKAH). 

3. Analisis hukum Islam terhadap ketentuan usia minimal wali nikah dalam 

aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).  

4. Analisis hukum positif terhadap ketentuan usia minimal wali nikah 

dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). 

Dari identifikasi masalah di atas, untuk memberikan arahan yang lebih 

jelas dalam penelitian ini, maka diberikan batasan-batasan masalah agar 

tidak meluas sebagai berikut: 

1. Pengaturan aplikasi data entri pencatatan perkawinan dalam Sistem 

Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada hal usiaminimal wali 

nikah. 

2. Ketentuan usia minimal wali nikah dalam aplikasi Sistem Informasi 

Manajemen Nikah (SIMKAH). 

3. Analisis hukum Islam terhadap ketentuan usia minimal wali nikah 

dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). 

4. Analisis hukum positif terhadap Ketentuan usia minimal wali nikah 

dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah diuraikan di 

atas, peneliti menjabarkan dalam dua rumusan masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana Ketentuan usia minimal wali nikah dalam aplikasi Sistem 

Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)? 

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap ketentuan usia minimal wali 

nikah dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)? 

3. Bagaimana analisis hukum positif terhadap Ketentuan usia minimal 

wali nikah dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah 

(SIMKAH)? 

 

D. Kajian Pustaka 

Berbagai permasalahan timbul dalam peraturan pencatatan, perkawinan 

salah satunya ketentuan usia wali nikah dalam hukum Islam dan undang-

undang yang satu dengan yang lain terkait tidak sejalannya dalam 

pengaturan penerapannya. Dalam hal ini adanya pengaturan data entri yang 

ada dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) 

mengenai batas minimal usia wali nikah terkait dengan ketentuan kriteria 

usia wali nikah dalam hukum Islam dan dengan ketentuan syarat wali nikah 

dalam hukum positif.  

Dalam melakukan penelitian ini penulis merujuk pada beberapa 

penelitian terdahulu untuk membedakan atau menghindari adanya penelitian 

yang sama, adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut: 

1. Skripsi yang berjudul Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen 

Nikah (SIMKAH) Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data (Studi 
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kasus di KUA Kecamatan Selebar Kota Bengkulu) yang ditulis oleh 

Rahmat Syaiful Haq (2016). Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana 

upaya pencegahan mengenai Problematika Sistem Informasi Manajemen 

Nikah (SIMKAH) dalam manipulasi data di KUA Kecamatan Selebar 

Kota Bengkulu.
11

 

Persamaannya dengan penelitian penulis di sini adalah sama-sama 

membahas tentang Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH), sedangkan 

perbedaannya dalam penelitian penulis menganalisis terhadap aplikasi 

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam hal pengaturan 

data entri pada usia wali nikah yang terkait dengan ketentuan usia wali 

nikah dalam hukum Islam dan  hukum positif. 

2. Skripsi yang berjudul Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah 

(SIMKAH) ONLINE Di KUA Kota Surabaya Dalam Perspektif PMA 

Nomor 11 Tahun 2007 yang ditulis oleh Ade Ani Satriani (2014).
12

 

Skripsi ini mengkaji tentang bagaimana Penerapan Sistem Informasi 

Manajemen Nikah (SIMKAH) online dalam membantu pengoptimalan 

kinerja KUA di Kota Surabaya ketika melayani masyarakat. 

Persamaannya dengan penelitian penulis di sini adalah sama-sama 

membahas tentang Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH),  sedangkan 

perbedaannya dalam penelitian penulis menganalisis terhadap aplikasi 

                                                           
11

 Rahmat Syaiful Haq, ‚Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) 

Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data (Studi kasus di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu)‛ 

(Skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016). 
12

 Ade Ani Satriani, ‚Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) ONLINE Di 

KUA Kota Surabaya Dalam Perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007‛ (Skripsi—UIN Sunan 

Ampel Surabaya, 2014). 
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Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam hal pengaturan 

data entri pada usia wali nikah yang terkait ketentuan usia wali nikah 

dalam hukum Islam dan  hukum positif. 

3. Skripsi yang berjudul Batas Minimal Usia Wali Nasab dalam 

Pernikahan (Analisis Pasal 18 Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 

2007 Tentang Pencatatan Nikah yang ditulis oleh H.M. Hafizh (2016).
13

 

Skripsi ini mengkaji tentang implementasi dan tinjauan hukum islam 

terhadap ketentuan usia minimal wali nasab menurut pasal 18 Peraturan 

Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.   

Persamaannya dengan penelitian penulis di sini adalah sama-sama 

membahas tentang Sistem Manajemen Nikah (SIMKAH). sedangkan 

perbedaannya dalam penelitian penulis menganalisis terhadap aplikasi 

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam hal pengaturan 

data entri pada usia wali nikah yang terkait dengan ketentuan usia wali 

nikah dalam hukum Islam dan  hukum positif. 

4. Jurnal dengan judul Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang 

Hukum Keluarga di Dunia Islam yang ditulis oleh Dian Mustika 

(2011).
14

 Jurnal ini mengkaji tentang bagaimana perkembangan, 

penerapan serta pengaturan pencatatan perkawinan di beberapa negara 

muslim.  

                                                           
13

 H.M. Hafizh, ‚Batas Minimal Usia Wali Nasab dalam Pernikahan (Analisis Pasal 18 Peraturan 

Menteri Agama No.11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah)‛, (Skripsi—Institut Agama Islam 

Negeri Antasari, Banjarmasin, 2016).   
14

 Dian Mustika,‚Pencatatan Perkawinan dalam Undang-undang Hukum Keluarga di Dunia 

Islam‛, Marriage Registration, Family Law, Islamic World, 5 ( Agustus,  2011). 
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Persamaannya dengan penelitian penulis di sini adalah sama-sama 

membahas tentang pencatatan perkawinan. Perbedaanya penelitian 

penulis di sini menganalisis terhadap pencatatan perkawinan berbasis 

Informasi Teknologi berupa aplikasi Sistem Informasi Nikah (SIMKAH) 

terkait data entri usia minimal wali nikah pada aplikasi SIMKAH 

dengan ketentuan usia wali nikah dalam hukum Islam dan hukum 

positif. 

5. Skripsi dengan judul Analisis Mas{lah{ah al-Mursalah Terhadap Hukum 

Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Studi Kritis atas Ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan dalam Masalah Pencatatan Perkawinan) 

yang ditulis oleh Ahmad Masykur (2014). Skripsi ini mengkaji tentang 

bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia yang mengatur masalah pencatatan perkawinan yang 

dianalisis dengan menggunakan mas{lah{ah al-mursalah.
15

 

Sedangkan perbedaanya dengan penelitian penulis di sini 

menganalisis terhadap pencatatan perkawinan berbasis Informasi 

Teknologi berupa aplikasi Sistem Informasi Nikah (SIMKAH) terkait 

data entri usia minimal wali nikah pada aplikasi SIMKAH terkait 

dengan ketentuan usia wali nikah dalam hukum Islam dan hukum 

positif. 

                                                           
15

 Ahmad Masykur, ‚Analisis mas{lah{ah al-mursalah Terhadap Hukum Pencatatan Perkawinan di 

Indonesia (Studi Kritis atas Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam Masalah Pencatatan 

Perkawinan)‛ (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014). 
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Berdasarkan kajian pustaka di atas, dapatlah dipahami adanya 

perbedaan, bahwa penelitian yang hendak penulis lakukan adalah berbeda 

dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Mengingat penulis akan 

menganalisis aplikasi Sistem Informasi Nikah (SIMKAH) dalam hal minimal 

usia wali nikah yang terkait dengan ketentuan usia wali nikah dalam hukum 

Islam dan  hukum positif.  

Sedangkan penelitian di atas yang pertama mengkaji tentang 

bagaimana upaya pencegahan mengenai Problematika Sistem Informasi 

Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam manipulasi data di KUA Kecamatan 

Selebar Kota Bengkulu, yang kedua mengkaji tentang bagaimana Penerapan 

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) online dalam membantu 

pengoptimalan kinerja KUA di Kota Surabaya ketika melayani masyarakat, 

yang ketiga mengkaji tentang implementasi dan tinjauan hukum Islam 

terhadap ketentuan usia minimal wali nasab menurut pasal 18 Peraturan 

Menteri Agama No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan. Yang 

keempat mengkaji tentang perkembangan, penerapan serta pengaturan 

pencatatan perkawinan dibeberapa Negara muslim. Kemudian yang kelima 

mengkaji tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia yang mengatur masalah pencatatan perkawinan dan dianalisis 

dengan menggunakan mas{lah{ah al-mursalah. 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengetahui bagaimana ketentuan usia minimal wali nikah dalam  

aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). 

2. Mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap ketentuan usia 

minimal wali nikah dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah 

(SIMKAH). 

3. Mengetahui bagaimana analisis hukum positif terhadap ketentuan usia 

minimal wali nikah dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah 

(SIMKAH). 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Secara Teoritis hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan 

ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca, serta diharapkan dapat 

memberikan khazanah keilmuan  khususnya dalam bidang hukum 

keluarga. Selain itu dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi 

ataupun wacana bagi penelitian lanjutan yang berkaitan dengan analisis 

hukum Islam dan hukum positif terhadap usia minimal wali nikah dalam 

aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). 
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2. Secara Praktis dapat dimanfaatkan sebagai masukan serta sumbangsih 

baru bagi pemerintah dalam hal ini pembuat undang-undang atau badan 

institusi lainnya yang berkaitan secara langsung ataupun tidak dengan 

pengembangan studi tentang hukum keluarga di Indonesia serta sebagai 

bahan atau sumber referensi bagi para peneliti yang akan mengkaji lebih 

lanjut mengenai pengaplikasian pencatatan perkawinan dalam aplikasi 

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), kemudian sebagai 

pedoman kepada para aparat penegak hukum ataru pemerintah yang 

berwenang dalam penanganan yang tepat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

G. Definisi Operasional 

Agar pembaca memiliki kesamaan dalam memahami penelitian ini, 

maka peneliti memberikan istilah kata kunci pada penelitian ini yang 

berjudul Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Usia Minimal 

Wali Nikah dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) 

kearah pembahasan yang sesuai dengan maksud yang dikehendaki sebagai 

berikut: 

1. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan hasil 

ijtihad para pendapat imam madzhab. Dalam penelitian ini 

menggunakan sudut pandang mas{lah{ah al-mursalah dalam hal ketentuan 

minimal usia wali nikah. 
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2.  Hukum positif adalah suatu penguraian hukum atas perundang-

undangan yang berlaku dalam suatu negara. Dalam menganalisis kasus 

yang terjadi penulis menggunakan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri 

Agama No 11 Tahun 2007 dan dengan Peraturan Menteri Agama 

Terbaru yakni Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018 Tentang 

Pencatatan Perkawinan. 

3. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) adalah suatu 

aplikasi program pelayanan administrasi nikah berbasis IT bernama 

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang menyajikan data 

statistik peristiwa nikah diseluruh Indonesia bagi KUA yang sudah 

dientri dan memverifikasi data calon pengantin bagi daerah yang sudah 

bekerjasama dengan Dukcapil.
16

 

 

H. Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosio-legal. Sosio-legal adalah 

penelitian yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial yang mana 

hukum dipandang dari luarnya saja. Oleh karena itulah didalam penelitian 

sosio-legal, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sisoal. Yang menitik 

beratkan prilaku individu atau masyarkat dalam kaitannya dengan hukum. 

Berdasarkan hal tersebut, tidak dapat disangkal bahwa yang paling sering 

                                                           
16

Thobib Al-Asyhar,‚SIMKAH, Cara Baru Pelayanan Administrasi Nikah di Era Digital‛, dalam   

https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/simkah-cara-baru-pelayanan-administrasi-nikah-di-

era-digital, diakses pada 19 Oktober 2018. 

https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/simkah-cara-baru-pelayanan-administrasi-nikah-di-era-digital
https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/simkah-cara-baru-pelayanan-administrasi-nikah-di-era-digital
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menandai topik didalam penelitian sosio-legal adalah masalah efektifitas 

aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau 

institusi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, 

pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, 

pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.
17

 Kemudian 

penelitian ini mengarah pada sosio-legal yang ditandai pada topik pengaruh 

masalah sosial terhadap aturan hukum, dimana pengaruh ketentuan usia wali 

nikah pada aplikasi SIMKAH terhadap konsep perwalian dalam hukum islam 

dan hukum positif. 

Oleh karena itu, data-data yang dikumpulkan berasal dari data 

lapangan sebagai objek penelitian. 

1. Data yang dikumpulkan  

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka dalam 

penelitian ini data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut: 

a. Data tentang usia minimal wali nikah pada aplikasi Sistem 

Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). 

b. Data terkait dengan data aplikasi pada aplikasi Sistem Informasi 

Manajemen Nikah (SIMKAH). 

 

 

 

 

                                                           
17

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 128. 
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2. Sumber Data 

Sumber data merupakan subjek dari mana asal data penelitian itu 

diperoleh.
18

 Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi sebagai 

berikut: 

a. Sumber Primer 

Sumber primer merupakan sumber utama yang diperoleh 

langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Sumber 

primer disebut juga sebagai sumber asli yang memiliki sifat terkini 

atau terbaru. Untuk mendapatkan sumber primer, peneliti mengetahui 

secara langsung dari wawancara kepada pegawai KUA Kecamatan 

Buduran Kabupaten Sidoarjo dan dokumentasi terkait usia minimal 

wali nikah pada aplikasi SIMKAH. 

b. Sumber Sekunder 

Sumber sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh 

dari sumber yang telah ada dan berfungsi untuk melengkapi data 

primer.
19

 Data yang didapat dari sumber data sekunder  tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

2) Kompilasi Hukum Islam. 

3) Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Tentang 

Pencatatan Perkawinan. 

                                                           
18

 Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 73. 
19

 Soerjono Soekanto ,Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-PRESS , Cet.III, 2018), 101. 
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4) Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018 Tentang 

Pencatatan Perkawinan. 

5) Syaikh Sa>lim bin Sumair al-Hadromi>, Matan Safi>nah an-Naja>  

6) Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9 

7) Buku Pedoman SIMKAH 

8) Eti Rochaety, Faizal Ridwan. Z, Tupi Setyowati, Sistem 

Informasi Manajemen Edisi 1. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar 

untuk memperoleh data yang diperlukan.
20

 Untuk mendapatkan 

informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan 

teknik pengumpulan data berupa:  

a. Wawancara (Interview) 

Teknik wawancara (Interview) yakni bentuk komunikasi 

antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh 

informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan.
21

 Hal ini wawancara dilakukan dengan dialog dan 

Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan pegawai 

KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, untuk 

mendapatkan informasi selengkapnya mengenai aplikasi SIMKAH 

dan terkait dengan hukum Islam dan hukum positif. 

                                                           
20

Moh. Nazir, Metode Penelitian, cet.3 (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1988),  211. 
21

 Deddy Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu 
Sosial Lainnya (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 180. 
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b. Studi Dokumentasi 

Studi Dokumentasi adalah suatu teknik untuk menghimpun 

data melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis.
22

 

Data yang akan diteliti meliputi beberapa literature dan buku-buku 

terkait usia minimal wali nikah pada aplikasi SIMKAH. Selain itu 

penulis menggunakan beberapa dokumen yang didapatkan dari 

KUA Kecamatan Buduran Sidoarjo berupa dokumen resmi seperti 

salinan akta nikah dan dari beberapa catatan  yang penulis 

kumpulkan terkait dengan aplikasi SIMKAH. 

4. Teknik Pengolahan Data 

Data yang terkumpul baik dari data lapangan maupun hasil pustaka, 

maka dapat dilakukan analisis data dengan tahapan-tahapan sebagai 

berikut: 

a. Editing, yakni pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh 

terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, keserasian, dan 

keterkaitan antara data satu dengan yang lainnya.
23

 Teknik ini 

digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang 

sudah penulis dapatkan, dan akan digunakan sebagai studi 

dokumentasi. 

                                                           
22

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 

2010), 21. 
23

 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Granit, 2004), 118. 
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b. Organizing, Pengaturan dan penyusunan yang sedemikian rupa 

sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk penemuan skripsi.
24

 

Untuk selanjutnya semua data yang telah diperoleh akan disusun 

secara sistematis untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. 

c. Analizing, Setelah data diperoleh dan terkumpul maka dilakukan 

pengelompokan data. Setelah dilakukan analisis lebih lanjut 

terhadap data-data yang tersusun dengan baik dan rapi, terutama 

yang terkait dengan pokok permasalahannya.
25

 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 

dan dokumentasi.
26

 Teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif 

analisis yakni untuk menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis 

fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara cermat. Dalam 

penelitian ini, menggunakan pola pikir deduktif yaitu memaparkan 

secara umum teori  konsep perwalian dalam hukum Islam dan Hukum 

Positif, kemudian penjelasan secara umum tentang teori konsep 

perwalian tersebut digunakan untuk melihat permasalahan pada 

ketentuan usia minimal wali nikah dalam aplikasi SIMKAH. 

 

                                                           
24

 Soeratna, Metode untuk Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 

1995), 133. 
25

 Lexy J Moeloeng, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: Rosda, 1989), 280. 
26

 Noeng Muadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 104. 
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I. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah dalam 

memahami penelitian ini, maka sistematika pembahasan dalam penelitian 

dibagi menjadi lima bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini 

yakni sebagai berikut: 

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang berisi tentang latar belakang 

masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, 

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua berisi landasan teori tentang konsep perwalian dalam 

hukum Islam dengan menggunakan mas{lah{ah al-mursalah dan konsep 

perwalian dalam hukum positif.  

Bab ketiga berisi tentang aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah 

(SIMKAH) yang didahului tentang gambaran SIMKAH, dan ketentuan batas 

minimal usia wali nikah dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah 

(SIMKAH). 

Bab keempat berisi tentang analisis hukum Islam terhadap ketentuan 

usia minimal wali nikah dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah 

(SIMKAH) dan analisis yuridis terhadap ketentuan ketentuan usia minimal 

wali nikah dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). 

Bab kelima, bab ini merupakan  penutup yang berupa kesimpulan dan 

saran. 
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BAB II 

KONSEP PERWALIAN DALAM HUKUM ISLAM  

DAN HUKUM POSITIF 

  

A. Konsep Perwalian dalam Hukum Islam. 

1. Pengertian Wali 

Secara etimologi : ‚wali‛ mempunyai arti pelindung, penolong atau 

penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain: 

a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) diserahi kewajiban 

mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa. 

b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang 

melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki) 

c. Orang saleh (suci), penyebar agama; dan 

d. Kepala pemerintah dan sebagainya.
1
 

Arti-arti wali di atas tentu saja pemakaiannya dapat disesuaikan 

dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam pembahasan 

ini adalah wali dalam pernikahan, yaitu yang sesuai dengan poin b. 

Sebagian ulama’, terutama dari kalangan hanafiyah, membedakan 

perwalian pada urusan khusus ke dalam tiga kelompok, yaitu: 

a) Perwalian terhadap jiwa (al-walayah an-nafs) 

b) Perwalian terhadap harta (al-walayah ‘alal ma>l) 

                                                           
1
 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2009),  89. 
2
 Hasbi As{ S{iddieqy, Hukum-Hukum Fikih Islam Tinjauan antar Madzhab (Semarang: Pustaka 

Rizki, 2001), 103 
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c) Perwalian terhadap harta dan jiwa sekaligus.
2
  

Perkawinan dalam penelitian ini tergolong ke dalam al-walayah an-

nafs (perwalian terhadap jiwa) yaitu perwalian yang bertalian dengan 

pengawasan terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah 

keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan anak (keluarga) yang hak 

pengawasannya pada dasarnya berada ditangan ayah, atau kakek dan para 

wali yang lain. 

Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang 

bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai 

wali. Namun, adakalanya wali tidak hadir atau karena suatu sebab ia tidak 

dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada 

orang lain.
3
   

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari 

orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling dekat, lebih kuat 

hubungan darahnya. Jumhur ulama’, seperti Imam Malik dan Imam 

Syafi’i mengatakan bahwa, wali itu adalah ahli waris dan diambil dari 

garis ayah, bukan dari garis ibu. 

Jumhur ulama’ fikih sependapat bahwa urut-urutan wali adalah 

sebagai berikut: 

a. Ayah 

b. Ayahnya ayah (kakek) terus ke atas; 

                                                           
 

3
Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 59. 
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c. Saudara laiki-laki seayah seibu; 

d. Saudara laki-laki seayah saja; 

e. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu; 

f. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah; 

g. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu; 

h. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah; 

i. Anak laki-laki no.7; 

j. Anak laki-laki no.8 dan seterusnya; 

k. Saudara laki-laki ayah, seayah seibu; 

l. Saudara laki-laki ayah, seayah saja; 

m. Anak laki-laki no.11; 

n. Anak laki-laki no.12; dan 

o. Anak laki-laki no.13 dan seterusnya.
4
 

Singkatnya urutan wali adalah: 

a. Ayah seterusnya ke atas; 

b. Saudara laki-laki ke bawah; dan 

c. Saudara laki-laki ayah ke bawah. 

Para ulama’ fikih berbeda pendapat dalam masalah wali, apakah ia 

menjadi syarat sahnya pernikahan atau tidak. Imam Malik berpendapat, 

bahwa tidak sah pernikahan tanpa wali. Pendapat ini juga dikemukakan 

oleh Imam Syafi’i.
5
 

                                                           
4
 Slamet Abidin dan H. Aminuddin, Fiqh Munakahat (Bandung: Pustaka Setia 1999), 90-91. 

5
Mahmud Junus, Perkawinan Dalam Islam  (Jakarta:  Penerbit Bulan Bintang, 1964), 53. 
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Imam Abu Hanifah, Zufar, Al-Sya’bi, dan Al-Zuhri berpendapat 

bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, 

sedang calon suaminya sebanding (kufu’), maka pernikahannya boleh.
6
 

Abu dawud memisahkan antara gadis dan janda dengan syarat adanya 

wali pada gadis dan tidak mensyaratkannya kepada janda. Pendapat lain 

mengatakan, bahwa persyaratan wali itu hukumnya sunnah bukan fardhu, 

karena mereka berpendapat, bahwa adanya waris antara suami istri yang 

perkawinannya tejadi tanpa menggunakan wali, juga wanita terhormat itu 

boleh mewakilkan kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya. Imam 

Malik juga menganjurkan agar seorang janda mengajukan walinya untuk 

menikahkannya.
7
   

2. Syarat sah wali dalam perkawinan. 

Wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam suatu 

pernikahan, maka nikah yang tidak ada wali tidak sah. Menurut Imam 

Syafi’i dan Hambali, perkawinan harus dilangsungkan dengan wali yang 

laki-laki, Islam, baligh berakal dan adil.
8
  

a. Laki-laki  

Adapun yang menjadi wali ialah pihak laki-laki, perempuan 

tidak diperkenankan. Ulama’ Hanafiyah dan Syi’ah Imamiyah 

berbeda pendapat dalam hal ini, menurut mereka perempuan yang 

telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya 

                                                           
6
 Slamet Abidin dan H. Aminuddin, Fiqh Munakahat, 84. 

7
 Ibid. 

8
 Moh Rifa’i, dkk, Terjemah Khulas{ah Kifayatul Akhyar (Semarang : CV Toha Putra, 1978), 279.   
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sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang 

mengharuskan adanya wali.
9
 

b. Islam  

Orang yang bertindak sebagai wali bagi orang Islam haruslah 

beragama Islam pula. Untuk itu tidak sah orang yang tidak beragama 

Islam (non muslim) menjadi wali  bagi orang muslim.
10

  Hal ini 

berdasarkan firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 28:  

فِريِْنا أاوْليِاآاءامِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْْا وامانْ ي افْعالْ ذلِكا ف الايْسا مِنا اللِّ  ء.....لَا ي اتَّحِذِ الْمُؤْمِنُ وْنا الْكا ْْ اَ  ِِ  

‚Artinya: Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir 

sebagai pemimpin, melainkan orang-orang yang beriman. Barang 

siapa berbuat demikian, niscaya dia akan memperoleh apapun dari 

Allah‛.
11

(QS. Ali Imran: 28) 

c. Baligh Berakal Sehat. 

Anak-anak tidak sah menjadi wali, karena kedewasaan menjadi 

ukuran kemampuan berfikir dan bertindak secara sadar dan baik.
12

 

Sebagaimana diketahui bahwa orang yang menjadi wali harus 

bertanggung jawab, karena itu seorang wali haruslah orang yang 

berakal sehat. Orang yang kurang sehat akalnya atau gila atau juga 

orang yang berpenyakit ayan tidak dapat memenuhi syarat untuk 

                                                           
9
 Mariyana Fitriya, ‚Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Konsep Adil Wali Nikah (Studi 

Kasus di Kelurahan Imbaan, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo)‛ (Thesis—UIN Maulana 

Malik Ibrahim, 2013), 18. 
10

 M. Wadis, ‚Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pernikahahn Dengan Menggunakan Wali 

Hakim Karena Orang Tua di Luar Negeri (Studi Kasus di Desa Dampul Timur Kecamatan 

Jrengik Kabupaten Sampang Madura)‛ (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya 2014), 36. 
11

 Mushaf Al-Azhar, Al-Qur’an dan Terjemah (Jakarta: Hilal, 2010), 53. 
12

 Abd. Rahman Umar, Kedudukan Saksi dalam Peradilan Menurut Hukum Islam, Cet. Ke 1 

(Jakarta: Pustaka Al Husna, 1986), 48. 
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menjadi wali. Jadi salah satu syarat menjadi wali adalah berakal dan 

orang gila tidak sah menjadi wali.
13

 

Mengenai ketentuan baligh dalam fikih para ulama’ berbeda 

pendapat, Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-

laki adalah 18 tahun sedangkan bagi perempuan adalah 17 tahun, 

sementara Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan asy-Syafi’i 

menyebut usia 15 tahun sebagai tanda baligh, baik untuk anak laki-

laki maupun perempuan.
14

 

Dalam kitab terjemah matan Safi>>nah an-Naja> disebutkan beberapa 

kriteria baligh yakni sebagai berikut: 

1) Usia sudah mencapai 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. 

2) Bermimpi keluar sperma atau disebut dengan mimpi basah baik 

laki-laki maupun perempuan. 

3) Haid bagi perempuan karena berumur 9 tahun.
15

 

d. Adil 

Adil yaitu kelurusan agama, dengan melaksanakan berbagai 

kewajiban agama. Serta mencegah berbagai dosa yang besar, seperti 

perbuatan zina, meminum khamar, durhaka kepada orang tua, dan 

                                                           
13

 Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang 
dan Hukum Perdata (BW) (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), 28. 
14

 Muhammad Husein, Fiqh Perempuan (refleksi kiai atas wacana agama dan gender) 
(Yogyakarta: LKIS, 2001), 90. 
15

 Syaikh Salim bin Sumair al-Hadromi, Matan Safi>nah naja> (Surabaya: t.t), 3. 
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perbuatan lain yang sejenisnya, serta tidak bersikeras terhadap 

perbuatan dosa yang kecil.
16

  

3. Macam-macam Wali. 

Wali nikah dibagi menjadi tiga katagori, yaitu wali nasab, wali hakim 

dan wali muhakam: 

a. Wali nasab. 

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon 

mempelai wanita yang berhak menjadi wali menurut urutan sebagai 

berikut:
17

 

1) Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan 

pria murni (yang berarti dalam garis keturunan itu tidak ada 

penghubung yang wanita) yaitu: ayah, kakek, dan seterusnya ke 

atas.  

2) Pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis murni 

yaitu: saudara kandung, anak dari saudara seayah, anak dari 

saudara kandung anak dari saudara seayah, dan seterusnya ke 

bawah. 

3) Pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis pria murni yaitu: 

saudara kandung dari ayah, saudara sebapak dari ayah, anak 

saudara  kandung dari ayah, dan setrusnya ke bawah.    

Apabila wali tersebut di atas tidak beragama Islam 

sedangkan calon mempelai wanita beragama Islam atau wali-wali 

                                                           
16

 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9 (Jakarta: Darul Fikir, 2011), 186. 
17

 Dedi Junaidi, Bimbingan Perkawinan (Jakarta : Akademi Pressindo, 2003), 110-111. 
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tersebut di atas belum baligh, atau tidak berakal, atau rusak 

pikiranya, atau bisu yang tidak bisa diajak bicara dengan isyarat dan 

tidak bisa menulis, maka hak menjadi wali pindah kepada wali 

berikutnya. Misalnya, calon mempelai wanita yang sudah tidak 

mempunyai ayah atau kakek lagi, sedang saudara-saudaranya yang 

belum baligh dan tidak mempunyai wali terdiri dari keturunan ayah 

(misalnya keponakan), maka yang berhak menjadi wali adalah 

saudara kandung dari ayah (paman).
18

  

Secara sederhana urutan wali nasab dapat diurutkan sebagai 

berikut: 

1) Ayah kandung,  

2) Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalm garis laki-

laki, 

3) Saudara laki-laki sekandung, 

4) Saudara laki-laki seayah, 

5) Anak laki-laki saudara laki-laki saudara sekandung 

6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah 

7)  Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, 

8) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah,  

9) Saudara laki-laki ayah sekandung (paman), 

10) Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah), 

11) Anak laki-laki paman sekandung, 

                                                           
18

 Ibid., 112 
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12) Anak laki-laki paman seayah,  

13) Saudara laki-laki kakek sekandung, 

14) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung, 

15) Anak laki-lakisaudara laki-laki kakek seayah.
19

  

b. Wali hakim  

Pengertian sultan adalah raja atau penguasa, atau pemerintah. 

Pemahaman yang lazim, kata sultan tersebut diartikan hakim, namun 

dalam pelaksanaanya, KUA Kecamatan atau Pegawai Pencatat 

Nikah, yang bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan akad 

nikah bagi mereka yang tidak mempunyai wali atau, walinya ad{al.  

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. Bahwa 

Nabi  Muhammad  bersabda  sultan  adalah  wali  bagi  wanita yang 

tidak memiliki wali.
20

 Adapun bunyi haditsnya adalah sebagai 

berikut: 

ا قا   لْطاانُ وال  فااس  اوْ رُ جا تا َْ الاتْ، قاالا راسُوْلُ الّل ص.م: فااِنِ عانْ عاائِشاةا راضِيا الّلُ عان ْها
21)متفق عليه( هُ لا  لَِّ وا لَا  نْ ما   

‚Dari ‘Aisyah r.a (beliau bersabda): Bahwa Rasulullah saw 

bersabda: Jika mereka (para wali) menolak menikahkan, maka 

sultanlah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali‛. (Muttafaq 

‘alaih) 

                                                           
19

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), 87. 
20

Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) 19. 
21

Hafidz Abi Abdillah Bin Yazid al-Qoswaini, Sunan Ibn Majah Juz 1, (Beirut: Darul Fikri 

Arabiyah, t.t.), 605. 
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Adapun yang dimaksud dengan wali hakim adalah  orang  yang  

di angkat oleh pemerintah (Menteri Agama)
22

 untuk bertindak  

sebagai wali hakim dalam suatu pernikahan. 

c. Wali Muhakam 

Wali muhakam ialah wali yang diangkat oleh kedua calon 

suami isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. 

Kondisi ini terjadi apabila suatu pernikahan yang seharusnya 

dilaksanakan oleh wali hakim, padahal di sini wali hakimnya tidak 

ada maka pernikahanya dilaksanakan oleh wali muhakam. Ini 

artinya bahwa kebolehan wali muhakam tersebut harus terlebih 

dahulu dipenuhi salah satu syarat bolehnya menikah dengan wali 

hakim kemudian ditambah dengan tidak adanya wali hakim yang 

semestinya melangsungkan akad pernikahan di wilayah terjadinya 

peristiwa nikah tersebut.
23

 

Adapun caranya adalah kedua calon suami istri itu 

mengangkat seorang yang mengerti tentang agama untuk menjadi 

wali dalam pernikahanya. Apabila direnungkan secara seksama, 

maka masalah wali muhakam ini merupakan hikmah yang diberikan 

Allah SWT kepada hamba-Nya, di mana Dia tidak menghendaki 

kesulitan dan kemudaratan. 

 

                                                           
22

Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 1987, orang yang ditunjuk menjadi wali hakim adalah 

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. 
23

 Dedi Junaidi, Bimbingan Perkawinan,11.  
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4. Hikmah Adanya Wali dalam Perkawinan. 

Menurut Idris Ramulyo, sebenarnya dalam fungsi wali nikah, 

seorang wali adalah sebagai wakil dari perempuan, wali tersebut tidak 

diperlukan apabila yang mengucapkan ikrar ijab adalah laki-laki. 

Namun dalam praktik selalu pihak perempuan yang menucapkan ijab 

(penawaran), sedangkan pengantin laki-laki mengucapkan ikrar qabul 

(penerimaan), karena pada dasarnya wanita itu pemalu, maka 

pengucapan ijab tersebut diwakilkan pada walinya.
24

  

Hikmah disyari`atkanya wali dalam pernikahan disebabkan 

karena perempuan itu pemalu dan jarang berteman dengan laki-laki, 

jadi wajar kalau perempuan tersebut tidak begitu paham tentang 

tabiat seorang laki-laki maka agar perempuan tersebut tidak tertipu 

oleh seorang laki-laki dibutuhkanlah seorang wali, karena wali lebih 

tahu tentang tabiat seorang laki-laki sebab sering bergaul dengan 

mereka atau karena sesama lelakinya jadi lebih paham mana laki-laki 

yang baik dan tidak baik.
25

 

Tidak dapat kita bayangkan apabila perempuan diperbolehkan 

menikahkan dirinya sendiri, di manapun mereka menemukan lelaki 

yang mereka sukai dan cintai, bukan tidak mungkin mereka akan 

langsung menikah dengannya, tanpa memikirkan sebab akibat yang 

akan ditimbulkan, karena sedang dimabuk asmara. Apabila hal itu 

                                                           
24

 Mohd Idris Ramulyo,  Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Dari Segi 
Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Ind-Hillico, 1985), 214. 
25

 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, 24. 
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terjadi rusaklah nilai-nilai Islam. Itulah hikmah mengapa seorang 

wanita diharuskan memiliki wali dalam pernikahannya. 

5. Batas Usia Wali Nikah dalam Mas{lah{ah Mursalah 

Kajian teori maqa>s{hid al-Syari>’ah dalam hukum Islam adalah 

sangat penting, bahwa hukum Islam adalah hukum yang bersumber 

dari wahyu tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Dalam 

penjabaran asy-Sya>tibi tentang maqa>s{hid al-Syari>’ah bahwa dalam 

setiap istinba>t{ (pengambilan) hukum harus memperhatikan nilai-nilai 

universal al-Qur’an dan as-Sunnah dalam rangka untuk mencapai 

keamanan, keadilan dan ketentraman dalam masyarakat. Karena pada 

dasarnya secara global tujuan syara’ dalam menetapkan hukum-

hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seutuhnya, baik di 

dunia maupun akhirat.
26

 

Maslahah adalah satu term yang populer dalam kajian mengenai 

hukum Islam. Hal tersebut disebabkan maslahah merupakan tujuan 

syara’ (maqa>s{hid al-Syari<’ah) dari ditetapkannya hukum Islam. 

Maslahah mengandung arti kebaikan yang tidak ada dalam syara’ 

untuk mengerjakan atau meninggalkan hukum tersebut. Usaha dalam 

rangka tercapainya maslahah ini pada hakekatnya berasal dari dalil-

dalil tafsili (terperinci) yang tidak bertentangan dengan hukum syara’, 

                                                           
26

 Isma’il Muhammad Syah, Tujuan dan Ciri Hukum Islam dalam Hukum Filsafat Hukum Islam, 
cet ke-2 (Jakarta: Bumi Aksara dan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag, 1992), 

65. 
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dalam penggunaan maslahah untuk cakupan yang luas ini menurut 

para ulama ushul fiqh di sebut dengan mas{lah{ah mursalah.27 

Menurut Wahbah as-Zuhayli, mas}lah}ah al-mursalah adalah 

beberapa keadaan atau tindakan yang sejalan dengan tindakan dan 

tujuan sya>ri’, tapi tidak ada dalil tertentu dari syara’ yang 

membenarkan atau membatalkan, dan dengan ditetapkan hukumnya 

manusia akan memperoleh kemaslahatan dan tertolak kerusakan.
28

 

Seperti halnya ketentuan usia wali nikah dalam hukum Islam, 

baik dalam al-Qur’an maupun hadits tidak mengatur adanya batasan 

usia wali dalam perkawinan. Dan dalam peraturan perundang-

undangan yang ada di Indonesia belum adanya keseragaman yang 

ditentukan oleh pemerintah sebagai pembuat produk hukum. Sehingga 

muncul berbagai peraturan perundang-undangan yang menentukan 

sendiri tentang batasan usia  seseorang yang disebut deawasa untuk 

menjadi wali dalam suatu perkawinan. Maka dari itu,  perlu untuk 

menarik maslahah dari kedua konsep perwalian dalam hukum Islam 

dan hukum positif untuk diterapkannya ketentuan usia minimal wali  

dalam pengaturan data entri wali nikah pada aplikasi SIMKAH.   

Adanya seorang wali dalam suatu perkawinan adalah sangat 

penting, yakni telah dikatakan sebelumnya,  menurut pendapat Imam 

Malik, bahwa tidak sah pernikahan tanpa wali. Pendapat ini juga 

                                                           
27

 Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqa<s{hid Syari<ah, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 91. 
28

 Wahbah Zuhailiy, Us}u>l al-Fiqh al-Islamiy...,757. 
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dikemukakan oleh Imam Syafi’i.
29

 Kemudian tujuan dari adanya 

seorang wali dalam perkawinan adalah untuk menjadi seseorang yang 

bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad.
30

   

Arti lain dari adanya seorang wali adalah suatu kekuasaan atau 

wewenang syar’i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada 

orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang 

dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri.
31

 

Melihat dari wewenang seorang wali dalam perkawinan tersebut 

diatas maka, seseorang yang berhak mewakili perempuan yang berada 

dalam kuasanya untuk melakukan akad perkawinan adalah seseorang 

yang menurut hukum menggantikan orang dewasa dalam 

melaksanakan kewajiban yang tergolong perbuatan hukum.  Dan oleh 

karnanya konteks pernikahan adalah pengaturan publik, dan dalam hal 

ketentuan usia wali nikah tidaklah diatur dalam nas, maka hadirnya 

maslahah mursalah dalam permasalahan ini adalah untuk 

mengintegrasikan antara konsep perwalian, yakni batas usia minimal 

wali nikah dalam hukum islam dengan ketentuan batas usia minimal 

wali nikah dalam peraturan perundang-undangan yang ada di 

Indonesia. 

Point utama ketentuan seorang wali sebaiknya ditentukan 

dengan kriteria usia  kedewasaan seseorang yang dipandang dari 

                                                           
29

 Mahmud Junus, Perkawinan Dalam Islam, 53. 
30

 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih (Jakarta: Kencana, 2003), 90.  
31

 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Madzhab (Jakarta: Lentera, 2001), 345. 
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kemampuan seseorang tersebut dalam melakukan perbuatan hukum 

dan dapat mempertanggung jawabkan suatu perbuatannya. Meskipun 

ada perbedaan batas usia kedewasaan menurut pendapat ulama’, 

tetapi prinsip tetap sama karena mengacu pada kecakapan bertindak 

secara hukum atau mulai dibebaninya seseorang dengan kewajiban-

kewajiban menurut agama dan bertanggungjawab atas tindakan atau 

perbuatan yang dilakukan. 

Kemudian kriteria kecakapan untuk melakukan tindakan hukum 

dalam hukum perdata juga  dikaitkan dengan unsur kedewasaan dan 

hal itu secara tidak langsung ada kaitannya dengan unsur  usia, akan 

tetapi dari ketentuan–ketentuan yang ada dalam KHI, yakni dari pasal 

98 ayat 1 (Batas usia anak mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 

dua puluh satu, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun 

mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan), maupun Pasal 

47 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Bahwa 

anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum kawin, berada 

di dalam kekuasaan orang tua), orang bisa menyimpulkan, bahwa pada 

asasnya, yang dapat melakukan tindakan hukum secara sah, dengan 

akibat hukum yang sempurna adalah mereka yang telah dewasa. 

Selanjutnya ketentun syarat wali nikah yang ada dalam Peraturan 

Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatan Perkawinan 

yang terdapat pada pasal 18 ayat (2) poin c menyatakan bahwa usia 

wali nikah ditentukan dengan syarat baligh dan sekurang-kurangnya 
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19 tahun. Hadirnya Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 

ini menunjukkan, bahwa pemerintah berkeinginan agar wali nikah 

jangan sampai dilakukan oleh anak-anak.   

Adanya peraturan tersebut sesuai dengan Undang-Undang yang 

berlaku di Indonesia, yakni mengambil dari ketentuan usia 

kedewasaan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan 

ketentuan usia kedewasaan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum 

Islam. 

Dengan demikan, berdasarkan penjelasan di atas untuk 

mengambil mas}lah}ah al-mursalah  ketentuan batas usia minimal wali 

nikah yang perlu diterapkan dalam pengaturan entri data usia wali 

nikah dalam aplikasi SIMKAH adalah dengan ketentuan usia 18 

tahun. Dikarenakan seseorang pada usia 18 tahun sudah memulai 

kematangan usia, idealnya merupakan akumulasi kesiapan fisik, 

ekonomi, sosial mental dan kejiwaan, agama dan budaya. 

Kemudian pada pengaturan entri data wali nikah usia 16 tahun 

pada aplikasi SIMKAH tersebut baru terpenuhi kesiapan fisik, dimana 

menurut ilmu psikologi bahwa umur tersebut memang secara biologis 

organ-organ reproduksi memang sudah siap namun secara mental 

umur tersebut memasuki usia remaja tengah, dan secara kejiwaan 

tingkat kelabilan emosinya masih tinggi.  
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B. Konsep Perwalian dalam Hukum Positif 

1. Perwalian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah dijelaskan tentang 

perwalian yakni pada pasal 50-54 sebagai berikut: 

- Pasal 50 

1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun 

atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan, yang 

tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah 

kekuasaan wali. 

2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan 

maupun harta bendanya.
32

 

- Pasal 51 

1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan 

kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat 

wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. 

2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut 

atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, 

jujur dan berkelakuan baik. 

3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan 

harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama 

dan kepercayaan itu. 

4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah 

kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat 

semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak 

itu. 

5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang 

berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang 

ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.
33

 

- Pasal 52 

Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini.
34

 

- Pasal 53 

1) Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang 

tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini. 

2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimna 

dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk 

orang lain sebagai wali.
35

 

                                                           
32

 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 50. 
33

 Ibid, pasal 51. 
34

 Ibid, pasal 52. 
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- Pasal 54  

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak 

yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga 

tersebut dengan keputisan Pengadilan, yang bersangkutan dapat di 

wajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.
36

 

 

Pada pasal 51 ayat 2 diatas menyatakan adanya syarat wali dengan 

kriteria dewasa, tidak dijelaskan secara pasti pengertian mengenai 

kedewasaan seseorang. Namun, dalam Undang-Undang Perkawinan 

Nomor 1 Tahun 1974 ini menyatakan mengenai batasan-batasan umur 

seseorang dalam melakukan perbuatan hukum. Yakni terdapat pada 

beberapa pasal sebagai berikut: 

a. Pasal 6 ayat 2 menyatakan, bahwa izin orang tua bagi orang yang 

melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun. 

b. Pasal 7 ayat 2 menyatakan, bahwa umur minimal diizinkannya 

seseorang ke pengadilan untuk melangsungkan perkawinan, yaitu pria 

19 tahun dan wanita 16 tahun. 

c. Pasal 47 ayat 1 menyatakan, bahwa anak yang belum mencapai umur 

18 tahun atau belum pernah kawin, berada di dalam kekuasaan orang 

tua. 

d. Pasal 50 ayat 1 menyatakan, bahwa anak yang belum mencapai umur 

18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada di dalam 

kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali. 

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan bahwa untuk 

melaksanakan sebuah perkawinan terdapat syarat dan rukun yang harus 

                                                                                                                                                               
35

 Ibid, pasal 53. 
36

 Ibid, pasal 54. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

41 
 

 
 

dipenuhi. Diantara syarat dan rukun tersebut salah satunya adalah adanya 

seorang wali nikah. Suatu perkawinan tidak dianggap sah apabila tidak 

ada wali yang menikahkannya. Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam 

mengenai perwalian pada pasal 19 sampai 23, yakni sebagai berikut: 

- Pasal 19 

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus 

dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk 

menikahkannya.
37

 

- Pasal 20 

1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang 

memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. 

2) Wali nikah terdiri dari: 

a. Wali nasab; 

b. Wali hakim.
38

 

- Pasal 21 

1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan 

kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok 

yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan 

calon mempelai wanita. 

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas 

yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan 

seterusnya. 

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung 

atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan 

laki-laki mereka. 

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-

laki kandung ayah, saudara seayah dan 

keturunan laki-laki mereka. 

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, 

saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki 

mereka. 

2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa 

orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling 

berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat 

kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. 

3) Apabila dalamsatu kelompok sama derajat kekerabatan aka 

yang paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung 

dari kerabat yang seayah. 

                                                           
37

 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19.  
38

 Ibid, pasal 20. 
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4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama 

yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan 

kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, 

dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-

syarat wali.
39

 

- Pasal 22 

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi 

syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu 

menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak 

menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurit derajat 

berikutnya.
40

 

- Pasal 23 

1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila 

wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya 

atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal 

atau enggan.  

2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat 

bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan 

Agama tentang wali tersebut.
41

 

Sama halnya dengan penjelasan Undang-Undang perkawinan Nomor 

1 Tahun 1974 di atas, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam ini juga 

tidak menjelaskan secara pasti mengenai kriteria dewasa atau baligh 

dalam syarat perwalian. Namun pada pasal 98 ayat 1  menyatakan bahwa 

‚Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua 

puluh satu tahun, sepanjang anak terebut tidak cacat fisik maupun mental 

atau belum pernah melangsungkan perkawinannya. 

Melihat dari kedua perundang-undangan di atas menyatakan adanya 

perbedaan dalam membatasi usia kedewasaan, dalam Undang-Undang 

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan dengan batasan usia 

kedewasaan 18 tahun, kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam 

                                                           
39

 Ibid, pasal 21. 
40

 Ibid, pasal 22. 
41

 Ibid, pasal 23. 
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menyatakan dengan batasan  usia kedewasaan 21 tahun. Dalam hal ini, 

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan dengan 

batasan usia kedewasaan 18 tahun sesuai atau sama dengan batasan usia 

yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak 

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan. 

2. Perwalian dalam Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Tentang 

Pencatatan Perkawinan. 

Keberadaan wali dalam suatu akad nikah, adalah sebagai penentu sah 

tidaknya akad nikah. Dalam pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Agama 

Nomor 11 Tahun 2007 dinyatakan bahwa "Akad nikah dilakukan oleh 

wali nasab‛ kemudian dijelaskan lagi pada ayat selanjutnya ayat (2) 

mengenai ketentuan syarat adanya wali nasab sebagai berikut: 

Ayat (2) Syarat wali nasab adalah: 

a. Laki-laki; 

b. Beragama Islam; 

c. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun; 

d. Berakal; 

e. Merdeka; dan 

f. Dapat berlaku adil.
 42

 

(3) Untuk melaksanakan perkawinan wali nasab dapat mewakilkan 

kepada PPN, Penghulu, Pembantu PPN atau orang lain yang 

memenuhi syarat. 

                                                           
42

 Pasal 18 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007. 
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(4) Kepala KUA Kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila 

calon istri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak 

memenuhi syarat, berhalangan atau adhal. 
(5) Adhalnya wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan 

dengan keputusan pengadilan.
43

 

 

Hadirnya Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 ini 

menunjukkan, bahwa pemerintah berkeinginan agar wali nikah jangan 

sampai dilakukan oleh anak-anak, hal tersebut merujuk pada pasal 18 ayat 

(2) di atas.  

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak menyatakan teori tentang kedewasaan yakni bahwa 

anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 

termasuk anak yang masih dalam kandungan, yang menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, tidak sah melakukan suatu tindakan 

hukum.  

Maka implikasinya, jika ketentuan yang telah diatur oleh Peraturan 

Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tetap diimplementasikan, maka 

bagi wali nasab yang belum berusia 19 tahun itu tetap menjadi wali dalam 

pernikahan, tentunya pernikahannya menjadi tidak sah, karena tidak 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 

2007. 

Dalam hal ini syarat wali nikah dalam Peraturan Menteri Agama 

Nomor 11 Tahun 2007 tersebut sesuai dengan Undang-Undang yang 

                                                           
43

 Ibid., ayat 3, 4, 5. 
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berlaku di Indonesia, yakni mengambil dari ketentuan usia kedewasaan 

yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan anak  dan ketentuan 

usia kedewasaan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam.   

3. Perwalian dalam Peraturan Menteri Agama No 19  Tahun 2018 Tentang 

Pencatatan Nikah. 

Seiring berjalannya Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007, 

sekretaris Ditjen Bimas Islam Kemenag Tarmizi Tohor menuturkan 

bahwa pihaknya telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama tentang 

Pencatatan Perkawinan. Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018 ini 

merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 

2007 Tentang Pencatatan Nikah.
44

 

Terdapat perubahan nama dari Peraturan Menteri Agama 

sebelumnya tentang Pencatatan Nikah, menjadi Pencatatan Perkawinan. 

Ini karena disesuaikan istilahnya dengan UU No 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Menurut Tarmizi, Peraturan Menteri Agama ini mengatur 

hal ihwal pencatatan perkawinan, mulai dari pendaftaran kehendak 

perkawinan, pelaksanaan pencatatan perkawinan, hingga penyerahan 

Buku Pencatatan Perkawinan (berupa kartu elektronik).
45

 

Dalam Peraturan Menteri Agama terbaru ini nantinya akan menjadi 

pedoman baru bagi para penghulu dan petugas KUA dalam 

melaksanakan tugasnya untuk pencatatan perkawinan. Hal lainnya yang 

                                                           
44

 M. Nurrohman, ‚Kemenag Terbitkan PMA No 19 tahun 2018 Tentang Pencatatan 

Perkawinan‛,http://daulat.co/kemenag-terbitkan-pma-no-19-tahun-2018-tentang-pencatatan-

perkawinan/, diakses pada 30 November 2018. 
45

Ibid. 
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diatur dalam Peraturan Menteri Agama ini antara lain, perkawinan 

antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam wajib 

dicatat dalam akta perkawinan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan. 

Pencatatan perkawinan bisa dilakukan setelah dilakukan akad nikah.
46

 

Setelah akad nikah, pasangan suami istri akan memperoleh Buku 

Pencatatan Perkawinan dan Kartu Perkawinan. Lebih lanjut, Peraturan 

Menteri Agama ini juga mengatur masalah Pembantu Pegawai Pencatat 

Perkawinan (P4), pengembangan aplikasi sistem informasi manajemen 

perkawinan, serta ketentuan tentang perjanjian perkawinan. Selain itu, 

Peraturan Menteri Agama  No 19 Tahun 2018 juga mengatur pencatatan 

perkawinan warga negara Indonesia dengan asing atau campuran.
47

 

Selain perkawinan campuran, pencatatan perkawinan warga negara 

asing juga bisa dicatat di KUA Kecamatan. Syaratnya, perkawinan itu 

dilakukan antar warga asing yang beragama Islam. Adapun untuk 

perkawinan warga Indonesia di luar negeri, Peraturan Menteri Agama ini 

mengatur bahwa itu bisa dilakukan di Kantor Perwakilan RI. 

Catatannya, bukti perkawinan itu harus dilaporkan di KUA tempat 

tinggal suami atau istri paling lambat setahun setelah kembali ke Tanah 

Air.
48

 

Peraturan Menteri Agama ini juga mengatur sejumlah hal baru. 

Persyaratan wali misalnya, dalam Peraturan Menteri Agama ini tidak 

                                                           
46

 Ibid. 
47

 Ibid. 
48

 Ibid. 
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lagi diukur dari usia, tapi hanya dari kriteria baligh, sejalan dengan 

definisi dalam fikih yang hanya menetapkan kriteria baligh dalam 

mensayaratkan adanya wali nikah. Dalam Peraturan Menteri Agama No 

11 tahun 2007, kriteria wali ditetapkan berdasarkan usia (sekurang-

kurangnya 19 tahun).
49

 

Dalam pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 

2018 disebutkan syarat adanya wali nasab adalah sebagai berikut:  

a. Laki-laki; 

b. Beragama islam; 

c. Baligh 

d. Berakal; dan 

e. Adil.
50

 

Dijelaskan mengenai ketentuan wali perkawinan dalam ayat 

selanjutnya, yakni pada ayat 3, 4 dan 5. Kemudian dilanjutkan dalam 

penjelasan pada pasal 12 sebagai berikut: 

Ayat (3) 

Wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 

urutan sebagai berikut: 

a. Bapak Kandung; 

b. Kakek (bapak dari bapak); 

c. Bapak dari kakek (buyut); 

d. Saudara laki-laki sebapak seibu; 

e. Saudara laki-laki sebapak; 

f. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak seibu; 

g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak; 

h. Paman (saudara laki-laki bapak sebapak seibu); 

i. Paman sebapak (saudara laki-laki bapak sebapak); 

j. Anak paman sebapak seibu; 

k. Anak paman sebapak; 

l. Cucu paman sebapak seibu; 

m. Cucu paman sebapak; 

n. Paman bapak sebapak seibu; 

                                                           
49

Ibid.  
50

 Pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

48 
 

 
 

o. Paman bapak sebapak; 

p. Anak paman bapak sebapak seibu; 

q. Anak paman bapak sebapak; 

r. Saudara laki-laki kandung kakek; 

s. Saudara laki-laki sebapak kakek; 

t. Anak sebapak seibu saudara kandung kakek; dan 

u. Anak saudara laki-laki sebapak kakek. 

Ayat (4) 

Untuk melaksanakan akad, wali nasab dapat mewakilkan kepada 

kepala KUA Kecamatan, Penghulu, P4, atau orang lain yang 

memenuhi syarat.
51

 

Ayat (5) 

Dalam hal ini tidak hadir pada saat akad, wali harus membuat 

surat taukil wali yang ditandatangani oleh wali, disaksikan oleh 2 

(dua) orang saksi dan diketahuioleh kepala KUA Kecamatan 

tempat tinggal wali.
52

 

Pasal 12 

Ayat (1) 

Dalam hal ini tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 11 ayat (3), akad dilaksanakan dengan wali hakim. 

Ayat (2) 

Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak 

sebagai wali apabila: 

a. Wali nasab tidak ada; 

b. Walinya adhal; 
c. Walinya tidak diketahui keberadaannya; 

d. Walinya tidak dapat dihadirkan karena dalam masa tahanan; 

atau 

e. Wali nasab tidak ada yang beragama Islam. 

Ayat (4) 

Wali adhal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b 

ditetapkan oleh pengadilan agama atau Mahkamah Syar’iyah.
53

  

Ayat (5) 

Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan dari calon 

pengantin yang diketahui oleh lurah/kepala desa setempat.
54

 

Ayat (6) 

Wali tidak dapat dihadirkan sebagaiman dimaksud pada ayat (3) 

huruf d karena yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan 

dengan bukti surat keterangan dari instansi berwenang.
55

 

                                                           
51

 Ibid., ayat 4. 
52

 Ibid., ayat 5. 
53

 Ibid., pasal 12 ayat 1, 2, 3 dan 4. 
54

 Ibid., ayat 5. 
55

 Ibid., ayat 6. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

49 
 

BAB III 

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 

NIKAH (SIMKAH) 

 

A. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) 

1. Pengertian  

SIMKAH adalah singkatan dari ‚Sistem Informasi Manajemen 

Nikah‛ sebuah program aplikasi komputer berbasis windows yang 

berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh KUA di 

Wilayah Republik Indonesia secara online, data akan tersimpan dengan 

aman di KUA setempat, di Kabupaten/Kota di kantor wilayah Propinsi 

dan di Bimas Islam. Data-data tersebut berguna untuk membuat 

berbagai analisa dan laporan sesuai dengan berbagai keperluan.  

Penyeragaman data diperlukan karena diharapkan data dapat lebih 

efektif dan efisien sehingga penangannya lebih mudah apalagi melalui 

suatu program yang memadai.
1
 

Program SIMKAH ini merupakan salah satu program aplikasi yang 

dapat digunakan dan khusus dibuat untuk kepentingan tersebut. 

Program ini juga menggunakan teknik internet yang dipandang sebagai 

cara yang lebih tepat, cepat dan aman selain teknik backup yang 

konvensional.
2
 

                                                           
1
Dirjen Bimas Islam, Buku Panduan Simkah, dalam 

Simbi.kemenag.go.id/pustaka/index.php/urusan-agama-islam/kepenghuluan/622-buku-panduan-

sistem-informasi-manajemen-nikah-, diakses pada 29 November 2018.   
2
 Ibid. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

50 
 

 
 

2. Sejarah 

Pada tahun 2006, setelah Bimas Islam berpisah dengan Ditjen 

Penyelenggaraan Haji dan Umrah, tekad mewujudkan pelayanan 

administrasi berbasis teknologi semakin menguat. Sebelumnya memang 

telah lahir SIMBIHAJ (Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam dan 

Haji), SINR (Sistem Informasi Nikah Rujuk), dan akhirnya SIMKAH. 

Penggunaan SIMKAH juga telah menjadi salah satu unsur penilaian 

dalam pemilihan KUA teladan nasional tahun 2013. Kemudian 

kedepannya pengembangan Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam 

(SIMBI) yang di dalamnya ada SIMKAH dijadikan sebagai Rencana 

Program Pemerintah (RKP) yang harus dilaksanakan oleh Bimas Islam, 

pusat hingga daerah.
3
 

Jumlah KUA yang berkisar sekitar 5382 sebagai pelayanan 

administrasi nikah harus berbasis IT. Budaya manual masih menjadi 

andalan dalam bekerja dan pelayanan terhadap masyarakat. 

Perkembangan teknologi informasi yang dahsyat harus pula disikapi 

dengan pikiran terbuka. Kebutuhan akan teknologi informasi bagi 

peningkatan layanan publik sudah tidak bisa dihindari. Ketika semua 

instansi pemerintah pemberi layanan publik telah menggunakan IT, 

seperti imigrasi, kepolisian, kependudukan, termasuk pendaftaran anak-

                                                           
3
 Thobib Al-Asyar, SIMKAH Cara Baru Pelayanan Administrasi Nikah di Era Digital, dalam 

http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/makalah-islam-SIMKAH-cara-

barpelayanan-administrasi-nikah-di-era-digital.pdf , diakses pada 29 November 2018. 

http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/makalah-islam-SIMKAH-cara-barpelayanan-administrasi-nikah-di-era-digital.pdf
http://simbi.kemenag.go.id/pustaka/images/materibuku/makalah-islam-SIMKAH-cara-barpelayanan-administrasi-nikah-di-era-digital.pdf
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anak sekolah, maka KUA sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen 

Bimas Islam tidak bisa menghindar lagi.
4
 

Sebelum adanya aturan penggunaan SIMKAH, prosedur 

pencatatan di KUA berjalan mengikuti aturan yang terdapat di PP 

Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Pernikahan kemudian mengikuti aturan PMA 

Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan dan Keputusan 

Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1142 Tahun 

2013 tentang Petunjuk Teknis Pengisian dan Penulisan Blangko Nikah.
5
 

Pencatatan nikah dapat dilakukan dengan ditulis dan diketik jika 

memiliki fasilitas komputer yang memadai namun sebelum adanya 

aturan Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 

DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen 

Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan, tata cara penulisan dalam 

proses pendaftaran, pemeriksaan Nikah, dan pendaftaran peristiwa 

nikah, cerai/talak dan rujuk ditulis dengan huruf balok dan 

menggunakan tinta hitam. Baik ditulis tangan maupun diketik dan 

dilakukan oleh para penghulu. Namun sejalan dengan adanya SIMKAH 

pencatatan nikah dilakukan oleh penghulu kemudian pencatatan nikah 

menggunakan SIMKAH dilakukan oleh operator yang bertugas sendiri. 

                                                           
4
 Ibid. 

5
 Ade Ani Satriani, ‚Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) ONLINE Di 

KUA Kota Surabaya Dalam Perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007‛ (Skripsi—UIN Sunan 

Ampel Surabaya, 2014), 54. 
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Bagi sebagian KUA yang memiliki SDM dan fasilitas memadai, 

penggunaan SIMKAH membuat pekerjaan KUA lebih cepat dan efisien. 

Namun berbeda dengan KUA yang belum memiliki SDM dan fasilitas 

yang memadai adanya SIMKAH menjadikan KUA tersebut kurang 

optimal dalam pelaksanaannya menuju pencatatan nikah yang moderen 

dan berbasis IT.
6
 

3. Tujuan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) 

Ada dua tujuan utama dalam penerapan SIMKAH di KUA 

Kecamatan, yakni:
7
 

a. Diperlukannya sistem penyeragaman data 

b. Diperlukan backup data yang terintegrasi 

Penyeragaman data diperlukan karena diharapkan data dapat lebih 

efektif dan efesien sehingga penanganannya lebih mudah apalagi 

melalui suatu program yang memadai. Diperlukannya backup data 

adalah upaya penyelamatan data dari berbagai masalah yang dihadapi 

seperti bencana alam dan sebagainya.  

Bagi pengguna di lingkungan KUA yang masih asing dengan teknik 

internet disediakan cara yang efektif mentrasfer data secara manual ke 

Kantor Kemenag Kabupaten/Kota. Dengan adanya Program SIMKAH, 

maka Kanwil Kementrian Agama Republik Indonesia dapat seragam 

(penyeragaman proses administrasi) dan terkini (update), sehingga bisa 

                                                           
6
 Ibid, 55. 

7
 Dirjen Bimas Islam, Buku Panduan Simkah.  
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secara cepat, akurat dan efesien dianalisa dalam membuat kesimpulan. 

Program SIMKAH ini dirancang agar dapat digunakan dengan mudah 

untuk semua golongan baik sebagai pengguna pemula bahkan untuk 

yang terbiasa dengan komputer.
8
 

Perangkat dan cara kerja SIMKAH ini sejalan dengan pendapat 

yang dikemukakan oleh Gardon B. Davis, sebaimana telah dikutip oleh 

Eti Rochaety, Faizal Ridwan. Z, Tupi Setyowati yang mengungkapkan, 

bahwa sistem informasi manajemen adalah istilah yang umum dikenal 

orang tentang sistem manusia/mesin yang terpadu (integrated) untuk 

menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen dan 

pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem ini 

menggunakan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak 

(siftware) computer, prosedur pedoman, model manajemen dan 

keputusan dan sebuah database.
9
 

Sistem database menurut Tata Sutabri, sebagaimana telah dikutip 

oleh Rahmat Syaiful Haq, bahwa sistem database dirancang dan 

dibangun dengan orientasi para pemakai, artinya sistem database 

tersebut ditunjukkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan para 

pemakainya. Selain harus lengkap, sistem basis data juga dirancang agar 

mudah digunakan, dapat digunakan dengan berbagai macam oleh 

                                                           
8
 Ibid. 

9
Eti Rochaety, Faizal Ridwan. Z, Tupi Setyowati, Sistem Informasi Manajemen Edisi 1,  9.  
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banyak pemakai baik secara terpisah atau bersama-sama, serta 

meminimkan kerangka data.
10

 

Kemudian tujuan lain SIMKAH adalah sistem pencatatan 

pernikahan berbasis IT. Tujuannya adalah agar pelayanan KUA dan bisa 

dilayani dengan baik. Komitmen kementerian agama untuk 

meningkatkan sistem pelayanan berbasis IT terus dilakukan, termasuk 

di dalamnya pencatatan pernikahan dan tugas-tugas KUA lainnya. 

Pelayanan prima SIMKAH adalah menifestasi perintah Undang-Undang  

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dengan 

adanya pelayanan prima di bidang SIMKAH, juga berdimensi ibadah 

dan dijanjikan pahala jika ikhlas mengelolalnya.
11

  

Dengan adanya SIMKAH ini seseorang akan tercatat secara online, 

sehingga tidak bisa menikah dua kali dengan memanipulasi status 

pernikahannya. Pemerintah juga akan memperoleh data akurat angka 

pernikahan di Indonesia. Untuk memperkuat pengelolaan SIMKAH, 

perlu ada SDM yang mumpuni agar sistem ini bisa maksimal fungsinya. 

Saat ini memang belum merata ada di setiap KUA. Namun pemerintah 

berkomitmen untuk terus melengkapi SIMKAH pada tiap-tiap KUA. 

Saat ini tengah disiapkan IT SIMKAH untuk 157 KUA. SIMKAH 

                                                           
10

Rahmat Syaiful Haq,‛ Efektivitas Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) 

Sebagai Upaya Pencegahan Manipulasi Data (Studi di KUA Kec. Selebar Kota Bengkulu)‛ 

(Skripsi—UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), 62. 
11

 Konsultan Rumah Tangga, ‚SIMKAH‛ dalam http://penghoeloemoeda.blogspot.com/2011/01 

/simkah.html  diakses pada tanggal 24 oktober 2018.  
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adalah bagian dari optimalisasi teknologi informasi dalam menunjang 

pelaksanaan tugas.
12

  

Dalam perkembangannya aplikasi SIMKAH banyak mendapatkan 

respon dari berbagai pihak. Beberapa di antaranya tanggapan positif 

baik dari operator SIMKAH pada KUA (internal) maupun masyarakat 

umum (External). Respon yang membangun ini sangat dibutuhkan oleh 

pengelola SIMKAH karena pada akhirnya menjadi bahan evaluasi 

kebijakan pengembangan sistem informasi nikah.
13

 

4. Manfaat Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) 

Adapun aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), 

bisa diambil manfaatnya oleh masyarakat dan KUA, yakni sebagai 

berikut:
14

 

a. Manfaat dari SIMKAH online bagi Masyarakat: 

1) Aplikasi ini menyajikan tentang data statistik peristiwa nikah 

seluruh Indonesia bagi KUA yang sudah entri 

2) Aplikasi ini bisa memverifikasi data catin bagi daerah yang 

sudah bekerja sama dengan Dukcapil 

3) Pengumunan kehendak nikah dapat dipublish secara luas 

4) Pendaftaran nikah online segera bisa dilaksanakan 

b. Manfaat dari SIMKAH online bagi KUA: 

                                                           
12

 Ibid. 
13

 Ibid. 
14

 Thobib Al-Asyhar, M. Si., ‚SIMKAH, cara baru pelayanan administrasi Nikah di era Digital‛. 
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1) Membangun Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) 

dicatat di KUA-KUA; 

2) Membangun infrastruktur database dengan memanfaatkan 

teknologi yang dapat mengakomodasi kebutuhan manajemen dan 

eksekutif; 

3) Membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi antara KUA 

ditingkat daerah sampai kantor pusat 

4) Penyajian data yang cepat dan akurat serta mempermudah 

pelayanan, pengendalian dan pengawasan; 

5) Pelayanan bagi publik untuk mendapatkan informasi yang 

lengkap, cepat dan akurat. 

Untuk melengkapi fungsinya, SIMKAH disertai dengan fitur 

aplikasi, yaitu: 

a. Data Master (Meliputi tempat KUA, Petugas (Penghulu dan P3N) 

juga ID dan Password).  

b. Rekap (Meliputi data berupa jumlah bilangan peristiwa pernikahan 

pertahun. disini juga bisa melihat rekap peristiwa pernikahan KUA-

KUA seluruh Indonesia). 

c. Grafik (Meliputi gambaran grafik pertahun peristiwa pernikahan). 

d. Detail (Meliputi daptar penikahan mulai dari nomor register, nama 

catin laki-laki, catin perempuan, tanggal pernikahan dan tempat 

pelaksanaan).  
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e. Entry data (Meliputi pengisian berkas-berkas peristiwa pernikahan 

baik dari Model N1 sampai dengan N7, model NB atau Akta Cerai). 

Dengan adanya SIMKAH ini diharapkan akan mempermudah akses 

masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pernikahan dan 

mempermudah pemerintah memantau peristiwa pernikahan. Diharapkan 

tidak ada lagi manipulasi data diri yang biasa dilakukan untuk 

melangsungkan pernikahan kedua dan seterusnya, sehingga lembaga 

perkawinan sebagai gerbang awal pembangunan bangsa bisa tejaga 

dengan baik. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) merupakan 

aplikasi sistem informasi yang dapat memberikan sentuhan langsung 

kepada masyarakat. Aplikasi ini hadir sebagai imbas arus globalisasi 

dimana perkembangan teknologi berkembang dengan sangat pesat.
15

  

5. Pengaturan pengisian data nikah pada aplikasi Sistem Informasi 

Manajemen Nikah (SIMKAH). 

Untuk menggunakan aplikasi SIMKAH, terdapat pengaturan 

mekanisme yang diatur untuk menjalankan SIMKAH agar tidak salah 

dalam penggunaannya. Setelah calon pengantin mendaftarkan 

pernikahannya di KUA kecamatan terdekat, kemudian membawa 

persyaratan-persyaratan yang telah di tentukan, yakni N1, N2 dan N4. 

Proses pencatatan nikah di SIMKAH diawali dari modul pemeriksaan 

nikah (NB). Data calon pengantin diketik dalam program SIMKAH 

                                                           
15

 Konsultan Rumah tangga, ‚SIMKAH‛. 
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kemudian jika sudah terisi semua kolom di NB, maka NB akan diprint, 

sehingga bentuk NB sudah tidak menggunakan tulis tangan. 

Pengoprasian SIMKAH dimulai dengan mengklik menu dalam 

modul program SIMKAH yakni menu transaksi – klik nikah- klik NB 

maka akan muncul form NB. Setiap modul pada SIMKAH mempunyai 

menu toolbar standart dan beberapa menu tambahan, yang digunakan 

untuk transaksi penambahan, pengeditan dan lain-lain. Salah satu 

tambahan menu toolbar adalah range tanggal pemeriksaan, range ini 

digunakan untuk manajemen tampilan data register berdasarkan range 

tanggal pemeriksaan yang ditentukan. Range data ini dapat diubah-ubah 

sesuai dengan keinginan data yang akan ditampilkan. Contoh range 

tanggal di isi dari tanggal 01/01/2010 sampai dengan 28/07/2010, berarti 

data yang akan ditampilkan adalah data NB yang tanggal pemeriksaan 

calon pengantin dilakukan antara tanggal 01/01/2010 sampai dengan 

28/07/2010. 

6. Cara Pengisian Modul Pemeriksaan Nikah  (NB). 

a. Bila data dalam daftar nikah sudah ada, klik kotak kecil disamping 

kanan kolom nomer pendaftaran paling atas, kemudian akan muncul 

kotak isian ‛Search‛ dan daftar calon pengantin yang sudah entry di 

daftar nikah. Ketikkan nomor pemeriksaan yang akan dientry pada 

kolom Search Characters, pada data sudah sesuai dengan yang 

diinginkan, maka klik ok dengan menggunakan mouse.  
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Gambar 1.1 Daftar Pemeriksaan Nikah 

  

b. Bila Form Daftar Nikah tidak digunakan, kolom entry nomor 

pemeriksaan langsung diisi secara manual.  

c. Kolom Nomor Akta cukup dikosongi (karena akan otomatis terisi 

saat akan print out buku nikah) kecuali setelah pemeriksaan segera 

dicetak buku nikahnya langsung.  

d. Setelah itu lanjutkan pengisian data sesuai berkas dengan 

menjalankan pemindahan kolom menggunakan ENTER atau TAB 

untuk mendapatkan panduan otomatis kolom mana saja yang harus 

diisi sesuai data dalam berkas. 

e. Pada isian kolom Pernikahan ke berapa? Tetap diisi dengan 

pernikahan 1 (pertama) bila calon pengantin adalah jejaka/perawan 

atau duda/janda yang menikah dengan orang lain bukan dengan 

isteri/suami yang telah diceraikan terdahulu. Fungsi isian 
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pernikahan ke berapa ini untuk mendeteksi seseorang itu telah 

menikah dengan orang yang sama berapa kali. (karena maksimal 

seseorang bisa menikah lagi dengan orang yang sama hingga 3 kali). 

f. Pada kolom perjanjian perkawinan dan taklik talak, akan terisi 

otomatis sesuai otomasi yang kita entrykan pada kelengkapan -> 

setting -> security.  

g. Data Penghulu yang memeriksa diisi sesuai penghulu yang 

memeriksa.  

h. Kolom Pembantu Penghulu bisa diisi bisa dikosongi, tergantung ada 

atau tidak adanya Pembantu Penghulu.  

 

Gambar 2.1 Kolom Pembantu Penghulu 

 

i. Kolom Tanda Tangan dan Sidik Jari bisa digunakan bila perangkat 

pendukungnya sudah tersedia.  

j. Entry NB dapat dicukupkan hingga ‛nikah di luar balai nikah atau 

di balai nikah. Bila pernikahan dilakukan di balai nikah, kolom 

tersebut cukup dikosongkan saja. Bila pernikahan dilakukan di luar 
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balai nikah centanglah kotak ‛ada data‛ dan isilah sesuai lokasi 

pernikahan. 

 
Gambar 3.1 Entry NB 

 

k. Ada tiga pilihan cara penyimpanan setelah semua data dientrykan :  

1) Data disimpan atau menggunakan <tekan control+s secara 

bersamaan> cara ini untuk keperluan entry saja tanpa melakukan 

aktifitas lanjutan.  

2) Klik Simpan&Cetak; bila setelah melengkapi isian kolom ingin 

mencetak model NB, blanko suscatin, model NC atau buku 

nikah.  

3) Klik Simpan&Register; bila setelah melengkapi isian kolom 

model NB ingin melanjutkan penyimpanan pada register 

(Model N).  

4) Batal Simpan; untuk membatalkan atau keluar dari modul NB.  

l. Bila entry sebelumnya hanya dilakukan penyimpanan, maka proses 

cetak bisa dilakukan dengan klik cetak tanpa harus masuk 

kehalaman NB yang akan dicetak. 
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Gambar 4.1 Tampilan Cetak Pemeriksaan Nikah  

 

m. Setelah entry... data akan muncul pada kolom menu utama, bila 

tidak muncul, coba perhatikan ring tanggal pemeriksaan, mungkin 

penulisan tanggal pemeriksaan atau tanggal pernikahan diluar ring 

tanggal.  

n. Data Pemeriksaan Nikah juga dapat dikirim ke program excel 

dengan mengklik icon Excel di menu atas. Data yang dikirim bisa 

bersifat default ataupun dengan dipilih yang diinginkan.  

o. Icon Cetak pada pemeriksaan nikah (diluar form tambah/edit) 

disamping bisa mencetak model NB, blanko suscatin, model NC, 

buku nikah, model ND ,dan model NE juga bisa digunakan untuk 

print out validasi data yang berisi pernyataan bahwa data yang ada 

sudah sesuai dengan keinginan calon pengantin dan walinya.    

 
Gambar 5.1 Tampilan Cetak Validasi Data Pernyataan Kesesuaian   
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p. Saat akan mencetak buku nikah; maka klik cetak diluar/simpan & 

cetak didalam folder tambah, arahkan krusor pada menu Buku 

Nikah, muncul tampilan (jangan lupa mengisi no. akta nikah dan 

seri porposi sebelum klik print): 

 
Gambar 6.1 Tampilan Cetak Buku Nikah 

 

q. Isilah no. Akta nikah, no. Seri dan porporasi kemudian bacalah 

petunjuk print out di bagian kanan [more info].  

r. Pada saat mencetak halaman ketiga yang berisi maskawin dan tanda 

tangan Pegawai Pencatat Nikah, bila nama kota dimana  

diterbitkannya buku nikah itu,biasanya menggunakan nama ibu kota 
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kabupaten/kota bukan menggunakan nama kotanya, maka pastikan 

kolom kota terisi dengan nama ibu kota yang dimaksud. Seperti 

kabupaten Tanah Datar, biasanya digunakan nama ibu kota 

kabupaten itu; ‛Batusangkar‛. 

 
Gambar 7.1 Tampilan Cetak Untuk Nama Kota Penerbitan Buku Nikah 

 

s. Pada saat cetak buku nikah, yang harus diperhatikan adalah ukuran 

buku nikah yang tidak presisi, terkadang potongan buku terlalu 

kebawah dan terkadang terlalu keatas. Untuk menjaga akurasi hasil 

print out dengan garis kolom tulisan di buku nikah, kita harus 

membuat mal standart print out yang kemudian digunakan sebagai 
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ukuran untuk menentukan tinggi rendahnya margin atas dan 

samping. Klik kemudian akan muncul kolom sbb : 

 
Gambar 8.1 Tampilan Cetak Untuk Ukuran Buku Nikah 

 

Bila selisih margin atas antara mal transparan yang kita buat 

mempunyai selisih dengan buku kira-kira 0.4 cm maka margins 67 

kolom Top kita isi dengan 0.4 begitu juga dengan margin samping. 

Bila dibiarkan 0 cm maka cetak buku akan otomatis sesuai standart 

yang belum tentu sama dengan buku nikah. 

t. Contoh hasil cetak buku nikah yang sudah presisi sesuai antara data 

dengan garisnya.  

 
Gambar 9.1 Pencatatan Akta Nikah (Model N) 
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B. Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Hal Usia Minimal  

Wali Nikah. 

Adanya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) ini 

sangatlah efisien dan efektif seperti sebuah penulisan, pendaftaran atau 

pencatatan nikah pada model NB, dan Akta Nikah model (N) penomoran 

berkas sudah otomatis, apabila umur catin belum memenuhi syarat maka 

secara otomatis menolak dengan sendirinya karena dicantumkan NIK yang 

bersangkutan, administrasi semakin rapi penyimpanan data sewaktu-waktu 

bisa dibuka. Hasil pencetakan buku nikah sebagai pengganti Akta Nikah 

semakin rapi dan mengurangi resiko kesalahan data.  

Dalam aplikasi SIMKAH sekali input data, maka akan diperoleh hasil 

pada print out model NC (pengumuman kehendak nikah), model NB 

(pemeriksaan berkas nikah) model NA (Akta Nikah), dan buku Nikah. Jadi, 

dengan keotomatisan SIMKAH, ketika ada data yang tidak seragam dengan 

ketentuan dari pengaturan aplikasi SIMKAH tersebut maka secara otomatis 

menolak dengan sendirinya, seperti halnya usia calon pengantin perempuan 

dan laki-laki yang kurang dari 19 tahun dan 16 tahun maka secara otomatis 

data tersebut tidak bisa dimasukkan dalam SIMKAH.  

Ketika usia calon pengantin belum mencapai usia 19 tahun bagi laki-laki, 

maka secara otomatis dari aplikasi SIMKAH sendiri menolak. Karena sistem  

terintegrasi dengan database catatan sipil, sehingga ketika menarik data dari 

catatan sipil untuk nomor akte kelahiran dan usia belum mencapai waktu 

yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka data akan 
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di tolak oleh sistem, dan dimungkinkan untuk diterima sistem dengan syarat 

melampirkan surat permohonan dari orang tua dan Pengadilan Agama untuk 

dimasukkan dalam sistem tersebut, sehingga rangkaian pernikahan sesuai 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

Begitu juga hal usia minimal wali nikah pada aplikasi SIMKAH, ketika 

data atau umur wali yang dimasukkan dalam SIMKAH di usia 16 tahun ke 

bawah, maka secara otomatis dari SIMKAH tersebut menolak. 

 
Gambar 1.1 Tampilan untuk Batas Usia Minimal Wali Nikah 

 

Gambar yang tertera di atas adalah tampilan pengaturan sistem aplikasi 

yang menolak data ketika usia wali nikah yang dimasukkan dibawah usia 16 

tahun yakni usia 15, 14 dan seterusnya. Dengan demikian pada aplikasi 

SIMKAH menunjukkan bahwa usia minimal wali nikah adalah 16 tahun. 

Batasan usia wali nikah dalam aplikasi SIMKAH ini sudah diatur sistemnya 

dari pusat. Jadi tidak diketahui secara pasti mengenai alasan atau rujukan  
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adanya batasan usia wali nikah 16 tahun  dalam pengaturan data entri wali 

nikah pada SIMKAH.
16

 

Sebagaimana telah dikemukakan pendapat bapak Miftahurrahman 

sebagai Kepala KUA Bubutan Surabaya mengenai batasan usia wali nikah 

dalam aplikasi SIMKAH, bahwa menurut beliau batasan usia minimal wali 

nikah baik yang ada di Peraturan Menteri Agama dan SIMKAH perlu 

diperbaiki atau direvisi. Karena, menurut syariat seorang yang sudah aqil  

baligh sudah bisa dijadikan sebagai wali dalam suatu perkawinan.
17

 

                                                           
16

 Mukhlis, Wawancara, Operator SIMKAH KUA Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. 14 

Januari 2019. 
17

 Miftahurrahman, Wawancara, KUA Kecamatan Bubutan Surabaya, 16 Januari 2019. 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP USIA 

MINIMAL WALI NIKAH DALAM APLIKASI SISTEM INFORMASI 

MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH)  

 

A. Ketentuan Usia Minimal Wali Nikah Pada Aplikasi Sistem Informasi 

Manajemen Nikah (SIMKAH)  

Kemajuan teknologi informasi yang diliriskan oleh Direktur Jendral 

Bimbingan Masyarakat Islam berupa aplikasi SIMKAH, sangatlah membantu 

KUA Kecamatan dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam pencatatan 

perkawinan termasuk menjalankan pelayanan kepada masyarakat. Dan 

SIMKAH dengan inofasi terbarunya  membantu mengoptimalkan kinerja 

KUA dalam menangani pencatatan perkawinan, baik perkawinan dini 

maupun perkawinan kedua serta pemberitahuan/pegumuman kehendak nikah 

secara luas dan rekomendasi pindah nikah dengan memanfaatkan fungsi dari 

internet.  

Berbagai keunggulan SIMKAH sebagai pelayanan administrasi nikah 

berbasis internet juga memberikan dampak positif dalam perkembangan 

dunia pencatatan perkawinan, dulunya yang masih serba manual sekarang 

dipermudah dengan adanya teknologi informasi.   

Memanfaatkan teknologi informasi yang didukung dengan adanya 

database untuk menyimpan data-data yang sudah dimasukkan sangatlah 

diperlukan untuk menjaga keamanan data agar data tidak rusak dan hilang. 
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Disisi lain pengaturan isian data dari teknologi informasi tersebut juga 

sangatlah penting untuk disesuaikan dengan undang-undang atau peraturan 

yang mengatur tentang pencatatan perkawinan.  

Salah satu contoh dalam hal penyesuaian aturan isian data pada aplikasi 

SIMKAH, yakni terdapat pada entri data wali nikah. Data usia wali nikah 

dalam aplikasi SIMKAH dibatasi dengan usia minimal 16 tahun. Jadi pada 

saat dimasukkannya data wali nikah dengan usia 16 tahun ke bawah (usia 15, 

14 tahun dan seterusnya yang bisa dikatakan sudah baligh) secara otomatis 

dari aplikasi SIMKAH tersebut menolak, karna terdapat peringatan pada saat 

data usia wali nikah 16 tahun ke bawah tidak bisa dimasukkan datanya dalam 

aplikasi SIMKAH.  

Terkait undang-undang atau suatu aturan mengenai adanya aplikasi 

SIMKAH dicantumkan dalam diktum Keputusan Direktur Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang 

Penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan menyebutkan mengenai 

penerapan adanya aplikasi SIMKAH yakni sebagai berkut: 

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL 

BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 

TENTANG PENERAPAN SISTEM 

INFORMASI MANAJEMEN NIKAH 

(SIMKAH) PADA KANTOR URUSAN 

AGAMA (KUA) KECAMATAN. 

KESATU    : Penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan 

merupakan suatu tuntutan yang mesti 

dilakukan pada era globalisasi dan 

transformasi saat ini dalam rangka 

meningkatkan pelayanan publik. 

KEDUA     : Pelayanan yang mudah dan murah sebagai 

lembaga pemerintah dalam mengayomi 
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masyarakat megharuskan adanya upaya 

perubahan paradigma agar semua layanan 

dapat diakses melalui media teknologi 

informasi. 

KETIGA     :       Aplikasi SIMKAH merupakan sarana 

pencarian data pencatatan nikah pada KUA 

Kecamatan yang dapat menghasilkan data dan 

informasi secara elektronik menuju penerapan 

e-nikah. 

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 

 

Adanya keputusan Dirjen Bimas Islam tersebut diatas hanya 

memberikan putusan adanya penerapan aplikasi SIMKAH saja. Dari hasil 

wawancara peneliti kepada pegawai KUA, bahwa mereka sendiri juga tidak 

mengetahui secara jelas perihal terdapat pengaturan data entri batasan usia 

minimal wali nikah 16 tahun pada aplikasi SIMKAH tersebut, karena 

mengenai batasan usia wali nikah dalam aplikasi SIMKAH ini sudah diatur 

sistemnya dari pusat. Jadi tidak diketahui secara pasti mengenai alasan atau 

rujukan adanya batasan usia wali nikah minimal 16 tahun  dalam pengaturan 

data entri wali nikah pada SIMKAH, apakah itu mengikuti kriteria baligh 

dalam fikih atau merujuk pada peraturan hukum positif. 

B. Analisis Hukum Islam  terhadap ketentuan usia minimal wali nikah dalam 

aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).   

Wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam suatu 

pernikahan, maka nikah yang tidak ada wali tidak sah. Wali ditunjuk 

berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling 

berhak, yaitu mereka yang paling dekat, lebih kuat hubungan darahnya. 

Jumhur ulama’, seperti Imam Malik dan Imam Syafi’i mengatakan bahwa, 
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wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu. 

Mereka menggunakan dalil al-Quran dan Hadits sebagai dasar perwalian. 

Menurut Imam Syafi’i dan Hambali, perkawinan harus dilangsungkan 

dengan wali yang laki-laki, Islam, baligh berakal dan adil. 

Adapun mengenai ketentuan baligh dalam fikih para ulama’ berbeda 

pendapat, Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki 

adalah 18 tahun sedangkan bagi perempuan adalah 17 tahun, sementara Abu 

Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan asy-Syafi’i menyebut usia 15 tahun 

sebagai tanda baligh, baik untuk anak laki-laki maupun perempuan.
1
 

 Dalam kitab terjemah matan Safi>nah an-Naja> disebutkan beberapa 

kriteria baligh yakni sebagai berikut: 

1) Usia sudah mencapai 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. 

2) Bermimpi keluar sperma atau disebut dengan mimpi basah baik laki-laki 

maupun perempuan. 

3) Haid bagi perempuan karena berumur 9 tahun. 

Dari beberapa ketentuan batas usia baligh tersebut di atas tidaklah sama. 

Maka dari itu,  perlu adanya integrasi dengan menggunakan sudut pandang 

mas{lah{ah al-mursalah untuk menarik maslahah dari beberapa ketentuan 

batas usia baligh untuk diterapkannya ketentuan usia minimal wali  dalam 

pengaturan data entri wali nikah pada aplikasi SIMKAH.    

Melihat hikmah disyari`atkanya wali dalam pernikahan disebabkan 

karena perempuan itu pemalu dan jarang berteman dengan laki-laki, jadi 

                                                           
1
 Muhammad Husein, Fiqh Perempuan (refleksi kiai atas wacana agama dan gender) (Yogyakarta: 

LKIS, 2001), 90. 
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wajar kalau perempuan tersebut tidak begitu paham tentang tabiat seorang 

laki-laki. Maka agar perempuan tersebut tidak tertipu oleh seorang laki-laki, 

dibutuhkanlah seorang wali, karena wali lebih tahu tentang tabiat seorang 

laki-laki sebab sering bergaul dengan mereka atau karena sesama lelakinya, 

jadi lebih paham mana laki-laki yang baik dan tidak baik. Maka seseorang 

yang berhak mewakili perempuan yang berada dalam kuasanya, untuk 

melakukan akad perkawinan adalah seseorang yang menurut hukum 

menggantikan orang dewasa dalam melaksanakan kewajiban yang tergolong 

perbuatan hukum.   

Kemudian kriteria kecakapan seseorang untuk melakukan tindakan 

hukum dalam hukum perdata juga dikaitkan dengan unsur kedewasaan dan 

hal itu secara tidak langsung ada kaitannya dengan unsur  usia, akan tetapi 

dari ketentuan–ketentuan yang ada dalam KHI, yakni dari pasal 98 ayat 1, 

maupun Pasal 47 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, 

orang bisa menyimpulkan, bahwa pada asasnya, yang dapat melakukan 

tindakan hukum secara sah, dengan akibat hukum yang sempurna adalah 

mereka yang telah dewasa. 

Selanjutnya ketentun syarat wali nikah yang ada dalam Peraturan 

Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatan Perkawinan yang 

terdapat pada pasal 18 ayat (2) poin c menyatakan bahwa usia wali nikah 

ditentukan dengan syarat baligh dan sekurang-kurangnya 19 tahun. Hadirnya 

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 ini menunjukkan, bahwa 
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pemerintah berkeinginan agar wali nikah jangan sampai dilakukan oleh anak-

anak.   

Adanya peraturan tersebut sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku 

di Indonesia, yakni mengambil dari ketentuan usia kedewasaan yang 

tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perlindungan Anak dan ketentuan usia kedewasaan yang tercantum 

dalam Kompilasi Hukum Islam. 

Dengan demikan, berdasarkan penjelasan di atas untuk mengambil 

mas}lah}ah al-mursalah  ketentuan batas usia minimal wali nikah yang perlu 

diterapkan dalam pengaturan entri data usia wali nikah dalam aplikasi 

SIMKAH yakni seseorang yang sudah sudah memulai kematangan usia, 

idealnya merupakan akumulasi kesiapan fisik, ekonomi, sosial mental dan 

kejiwaan, agama dan budaya adalah di usia 18 tahun. 

Kemudian pada pengaturan entri data wali nikah usia 16 tahun pada 

aplikasi SIMKAH tersebut baru terpenuhi kesiapan fisik, dimana menurut 

ilmu psikologi bahwa seseorang di usia 16 tahun tersebut memang secara 

biologis organ-organ reproduksi memang sudah siap, namun secara mental 

umur tersebut memasuki usia remaja tengah, dan secara kejiwaan tingkat 

kelabilan emosinya masih tinggi.  

C. Analisis  Hukum Positif  Terhadap Ketentuan Usia Minimal Wali Nikah 

dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). 

Aplikasi SIMKAH dirancang untuk memudahkan dan membantu semua 

golongan baik para pengguna pemula atau yang sudah terbiasa dengan 
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komputer. Program Sistem Informasi Menejemen Nikah yang merupakan 

aplikasi komputer berbasis windows berguna untuk mengumpulkan data-

data nikah dari seluruh KUA di wilayah Replubik Indonesia secara Online 

data akan tersimpan dengan aman di KUA setempat, di Kabupaten/Kota di 

Kantor wilayah Provinsi dan di Bimas Islam, data-data tersebut berguna 

untuk mambuat berbagai analisa dan laporan.  

Proses aplikasi SIMKAH menghindari untuk pernikahan dibawah umur, 

karena sistem yang terintegrasi dengan database catatan sipil, sehingga 

ketika menarik data dari catatan sipil untuk nomor akte kelahiran dan usia 

belum mencapai waktu yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974, maka data akan di tolak oleh sistem, dan dimungkinkan untuk 

diterima sistem dengan syarat melampirkan surat permohonan dari orang tua 

dan Pengadilan Agama untuk dimasukkan dalam sistem tersebut, sehingga 

rangkaian pernikahan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

Hal tersebut menjelaskan adanya kepastian bahwa adanya aplikasi 

SIMKAH dapat mencegah manipulasi data-data perkawinan. Akan tetapi, 

ketentuan kriteria anak di bawah umur atau ketentuan konteks kedewasaan 

seseorang dalam beberapa peraturan dalam hukum positif tidak sama.  

Konteks kedewasaan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum 

dalam beberapa aturan perundang-undangan sendiri masih terlihat mencolok 

perbedaannya. Seperti halnya dalam pasal 98 ayat 1 kompilasi hukum Islam 

yang berbunyi ‚Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa 

adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental 
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atau belum pernah melangsungkan perkawinan‛.2 Maka artinya, batas 

kedewasaan seseorang adalah 21 tahun. Sehingga secara a contario, 

seseorang yang belum berusia 21 tahun dianggap belum dewasa. Ia belum 

cakap bertindak hukum.  

Kemudian konteks kedewasaan seseorang dalam melakukan perbuatan 

hukum juga dijelaskan pada pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 

tahun 1974 yakni sebagai berikut:  

Pasal 47  

1) Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau 

belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan 

orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.  

2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan 

hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
3
 

Menurut pasal tersebut di atas artinya bahwa apabila anak belum 

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun maka berada di bawah kekuasaan 

orang tuanya yang mana belum dibebani pertanggungjawaban hukum karena 

belum mampu berbuat hukum. Namun bila anak tersebut sudah mencapai 

umur 18 (delapan belas) tahun maka kekuasaan orang tuanya atau wali tidak 

berlaku kembali bagi si anaknya, maka anak tersebut boleh melakukan 

tindakan hukum atau perbuatan hukum baik di dalam pengadilan maupun di 

luar pengadilan. 

Kemudian ketentuan syarat wali nikah dalam Peraturan Menteri Agama 

No 11 tahun 2007 diatur dalam pasal 18 ayat (2) yakni sebagai berikut: 

Syarat wali nasab adalah: 

a. laki-laki; 

                                                           
2
 Pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. 

3
 Pasal 47 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. 
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b. beragama lslam; 

c. baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun; 

d. berakal; 

e. merdeka; dan 

f. dapat berlaku adil. 

Yang menjadi patokan adalah baligh dan sekurang-kurangnya berumur 

19 tahun. Jadi, dalam Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 ini 

mengambil ketentuan batasan usia seseorang bisa dikatakan dewasa antara 

ketentuan dari Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan dengan usia 21 

Tahun dan dari Undang-Undang No 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang 

menyatakan usia 18 tahun. 

Sedangkan dalam pengaturan isi data usia wali nikah pada aplikasi 

SIMKAH diatur dengan minimal usia 16 tahun, karna ketika usia wali nikah 

16, 17 dan 18 tahun keatas masih bisa dimasukkan dalam pengisian data 

pada aplikasi SIMKAH, hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara 

pengaturan isian data usia wali pada SIMKAH dengan pasal 18 ayat 2 

Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007.  

Dengan adanya ketidaksesuaian tersebut maka memunculkan hal-hal 

yang meragukan bagi beberapa pihak dalam menggunakan aplikasi tersebut. 

Pertama, calon pengantin yang hendak dicatatkan perkawinannya, jika wali 

catin tersebut berusia di bawah 19 tahun, dalam arti berumur 18 tahun, maka 

hal tersebut tidaklah mempengaruhi persyaratan wali dalam pencatatan 

perkawinan pada SIMKAH. Kedua, bukan hanya calon pengantin tapi para 

pegawai pencatat nikah juga akan merasa diberikannya peluang ketika ada 

calon pengantin dengan wali nikah di bawah usia 19 tahun untuk 
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memasukkan data wali tersebut pada aplikasi SIMKAH, dengan demikian 

secara tidaklangsung hal tersebut terlihat bertolak belakang dengan 

peraturan yang terdapat pada pasal 18 ayat 2 Peraturan Menteri Agama No 

11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan. 

Kemudian seiring berjalannya Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 

2007, sekretaris Ditjen Bimas Islam Kemenag Tarmizi Tohor menuturkan 

bahwa pihaknya telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama yang terbaru 

tentang Pencatatan Perkawinan, yakni Peraturan Menteri Agama No 19 

Tahun 2018. Peraturan terbaru ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan 

Menteri Agama No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan. 

Dengan terdapatnya beberapa perubahan pada Peraturan Menteri Agama 

yang terbaru ini juga masih terdapat keganjalan yang masih sama pada 

syarat wali nikah pada pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri Agama No 19 

Tahun 2018 terkait dengan isian data entri wali nikah pada aplikasi 

SIMKAH. 

Yakni sebagaimana tersebut diatas, bahwa pada aplikasi SIMKAH isian 

data entri wali nikah dibatasi dengan minimal usia wali 16 tahun. Sedangkan 

dalam pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018 syarat 

menjadi wali tidaklah dibatasi minimal usia wali. Keterangan pada pasal 

tersebut disebutkan sebagai berikut: 

Syarat adanya wali nasab adalah sebagai berikut:  

a. Laki-laki; 

b. Beragama islam; 

c. Baligh 

d. Berakal;dan 
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e. Adil.
4
 

Dalam pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa tidak adanya batasan 

usia pada wali nikah, jika dikaitkan dengan aturan isian data entri wali nikah 

pada aplikasi SIMKAH, maka hal tersebut di atas jelas bahwa terdapat 

ketidaksesuaian. Dengan demikian hal tersebut menimbulkan keganjalan, 

ketika ada catin yang akan mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannnya, 

kemudian usia wali catin tersebut di bawah usia 16 tahun seharusnya masih 

bisa masuk datanya pada aplikasi SIMKAH, namun dikarenakan terdapat 

batasan usia pada data entri wali nikah pada aplikasi SIMKAH, maka wali 

nikah yang usia dibawah usia 16 tahun tersebut tadi tidak bisa dimasukkan 

datanya dalam arti tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan tersebut.  

Hal ini perlu dicermati karena Peraturan Menteri Agama ini merupakan 

salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Kemudian keberadaan 

wali dalam suatu pernikahan juga merupakan suatu rukun (akad) nikah, 

selain calon pengantin laki-laki, dua orang saksi, dan ijab qabul. Pernikahan 

harus dengan wali, yang apabila dilangsungkannya suatu pernikahan tanpa 

adanya wali atau yang menjadi bukanlah yang berhak, maka pernikahan 

tersebut batal. 

Kendati demikian, dalam kenyataanya pada saat sebelum diterbitkannya 

Peraturan Menteri Agama yang baru, beberapa KUA sempat mengalami 

kebingungan. Ketika pada saat tertentu KUA menerima catin dengan wali 

nikah di bawah umur 19 tahun, salah satu dari KUA ada yang menolak wali 

                                                           
4
 Pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018. 
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tersebut dan ada yang menerima wali nikah tersebut. Dalam pernikahan 

yang dapat terlaksana, karena menurut tokoh agama yang hadir pada saat itu 

dan yang telah dipercayai oleh masyarakat setempat bahwa seorang wali 

nikah tidak harus berusia 19 tahun. 

Pada saat itu mengingat bahwa wali nikah tersebut adalah wali nasab 

yang mana saudara kandung dari mempelai perempuan tersebut telah 

berumur 18 tahun mencapai batas usia baligh dengan pengakuan dan setelah 

mendengar jawaban dari calon wali tersebut bahwa sudah pernah bermimpi 

dan mampu bertanggungjawab dalam perbuatan hukumnya. Dalam hal ini 

KUA sendiri tidak bisa memaksakan masyarakat untuk melaksanakan 

peraturan-peraturan yang diatur oleh pemerintah melainkan dibutuhkan 

proses dan sosialisasi dengan waktu yang cukup dan tepat agar peraturan 

tersebut dapat diterima oleh masyarakat. 

Kemudian dari pihak KUA menerima alasan tersebut, dan data wali 

tersebut masih bisa dimasukkan pada data entri dalam aplikasi SIMKAH. 

Dikarenakan pengaturan data entri wali nikah pada aplikasi SIMKAH 

berbatas usia 16 tahun, jadi data wali nikah tersebut masih bisa dimasukkan 

pada aplikasi SIMKAH. Selanjutnya salah satu alasan dari pihak KUA yang 

menolak akan adanya catin dengan wali nikah dibawah umur 19 tahun, 

mereka berpegang teguh pada aturan batas usia minimal wali nikah pada 

pasal 18 ayat 2 Peratura Menteri Agama No 11 Tahun 2007. 

Kemudian penelitian ini mengarah pada topik pengaruh masalah sosial 

terhadap aturan hukum, dimana mengarah pada topik pengaruh ketentuan 
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usia wali nikah pada aplikasi SIMKAH terhadap konsep perwalian dalam 

hukum islam dan hukum positif. 

Bahwa pengaturan 16 tahun usia minimal wali nikah pada aplikasi 

SIMKAH disini menurut hukum Islam dan hukum positif dengan 

menggunakan sudut pandang mas{lah{ah al-mursalah, seseorang di usia 16 

tahun belumlah cukup matang untuk bisa bertanggungjawab dalam 

melakukan perbuatan hukum. Meskipun sudah bisa dikatakan baligh akan 

tetapi secara mental umur tersebut memasuki usia remaja tengah, dan secara 

kejiwaan tingkat kelabilan emosinya masih tinggi. Dan usia seorang wali 

nikah yang  sudah memulai kematangan usia, idealnya merupakan akumulasi 

kesiapan fisik, ekonomi, sosial mental dan kejiwaan, agama dan budaya 

adalah diusia 18 tahun. 

Dengan demikian menurut penulis, bahwa ketentuan usia minimal wali 

nikah yang harus diterapkan pada pengaturan data entri pada aplikasi 

SIMKAH adalah usia 18 tahun, hal ini mengintegrasikan kriteria seseorang 

yang telah disebut dewasa dalam hukum Islam, pasal 47 ayat 1 dan 2 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, 

pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 18 ayat 2 Peraturan Menteri 

Agama No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Perkawinan dan Pasal 11 

ayat 2 Peraturan Menteri Agama terbaru No 19 Tahun 2018 Tentang 

Pencatatan Nikah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis yang dirumuskan dari hasil penelitian yang ada 

mengenai Analisis Hukum Islam dan Hukum Posistif Terhadap Usia Minimal 

Wali Nikah dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), 

penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Ketentuan batasan usia wali nikah dalam pengaturan entri data pada 

aplikasi SIMKAH telah diatur dengan batasan usia minimal 16 tahun. 

Hal tersebut terdapat dengan adanya tampilan pengaturan sistem 

aplikasi yang menolak data ketika usia wali nikah yang dimasukkan 

dibawah usia 16 tahun yakni usia 15, 14 dan seterusnya, kemudian ketika 

data wali nkah yang dimasukkan pada aplikasi dengan data usia 16 tahun 

ke atas yakni 16, 17, 18 dan seterusnya, pengaturan sistem aplikasi 

menerima dan data tersebut bisa dimasukkan. Dengan demikian pada 

aplikasi SIMKAH menunjukkan bahwa batas usia minimal wali nikah 

adalah 16 tahun. Batasan usia wali nikah dalam aplikasi SIMKAH ini 

sudah diatur sistemnya dari pusat, jadi tidak diketahui secara pasti 

mengenai alasan atau rujukan adanya batasan usia wali nikah minimal 16 

tahun  dalam pengaturan data entri wali nikah pada SIMKAH, apakah 

itu mengikuti kriteria baligh dalam fikih atau merujuk pada peraturan 

hukum positif. 
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2. Dalam hukum Islam bahwa pengaturan 16 tahun usia minimal wali nikah 

pada aplikasi SIMKAH disini menurut hukum Islam dengan 

menggunakan sudut pandang mas{lah{ah al-mursalah, seseorang di usia 16 

tahun belumlah cukup matang untuk bisa bertanggungjawab dalam 

melakukan perbuatan hukum. Meskipun sudah bisa dikatakan baligh 

akan tetapi secara mental umur tersebut memasuki usia remaja tengah, 

dan secara kejiwaan tingkat kelabilan emosinya masih tinggi. Sehingga 

yang usia minimal wali nikah yang harus diterapkan pada pengaturan 

data entri wali nikah adalah minimal usia 18 tahun, karena di usia 18 

tahun tersebut seorang sudah memulai kematangan usia, idealnya 

merupakan akumulasi kesiapan fisik, ekonomi, sosial mental dan 

kejiwaan, agama dan budaya untuk dijadikan wali dalam suatu 

perkawinan. 

3. Dalam hukum positif, bahwa pengaturan 16 tahun usia minimal wali 

nikah dalam aplikasi SIMKAH tidak sesuai dengan ketentuan 

kedewasaan seseorang mampu bertanggungjawab dan mampu berpikir 

positif dalam melakukan perbuatan hukum yang terdapat pada pasal 47 

ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 1 ayat 1 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Anak, pasal 98 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 18 

ayat 2 Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan 

Perkawinan dan Pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri Agama terbaru No 19 

Tahun 2018 Tentang Pencatatan Nikah. 
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B. Saran  

1. Hendaknya pemerintah dari Bimas Islam atau kemenag yang bertanggung 

jawab atas aplikasi SIMKAH ini memperbaiki pengaturan entri data wali 

nikah pada aplikasi SIMKAH agar tidak menimbulkan penyalahgunaan 

isian data dengan memperhatikan bahwa seorang wali di usia 18 tahun 

sudah masuk pada kriteria dewasa dalam bertanggungjawab dan 

dikatakan mampu melakukan perbuatan hukum dengan mengintegrasikan 

konsep perwalian dalam hukum Islam dan hukum positif. Untuk itu perlu 

merevisi kembali ketentuan batasan usia 16 tahun wali nikah pada entri 

data aplikasi SIMKAH.  

2. Hendaknya pemerintah mengadakan revisi kembali terhadap ketentuan 

batasan usia kedewasaan dan ketentuan usia wali nikah yang ada dalam 

beberapa hukum positif terkait, untuk disamakan agar tidak menimbulkan 

keraguan atau keganjalan dalam pelaksanaan sebuah peraturan.  
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